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SARI

Oktavia, Mentari. 2017. “Pengaruh Aglomerasi, Migrasi, Ketimpangan
Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar
Kecamatan di Kabupaten Banyumas”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi.
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Kardoyo, M.Pd.

Kata kunci : Aglomerasi, Migrasi, Ketimpangan Pendidikan, Pertumbuhan
Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan,

Ketimpangan pendapatan merupakan satu masalah pembangunan yang
sering dihadapi oleh daerah yang masih berkembang. Ketimpangan yang tinggi
akan menimbulkan permasalahan ekonomi yang lainnya seperti kemiskinan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan pendapatan yang terjadi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Aglomerasi, Migrasi,
Ketimpangan Pendidikan, Pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan
Pendapatan

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kecamatan di kabupaten
Banyumas yang berjumlah 27 kecamatan. Teknik pengambilan sampel dalam
penelitian ini adalah sampel jenuh. Metode yang di gunakan adalah mix metode.
Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara.
Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif
presentase, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian diperoleh analisis deksriptif rata-rata aglomerasi sebesar
0,516 ini menunjukkan bahwa variabel Aglomerasi memiliki tingkat yang sedang,
Migrasi 0,30 memiliki tingkat migrasi rendah, Ketimpangan Pendidikan 0,22
memiliki tingkat rendah, Pertumbuhan ekonomi 0,15 memiliki tingkat rendah,
ketimpangan pendapatan 0,27 memiliki tingkat rendah. Hasil uji hipotesis diperoleh
bahwa ada pengaruh secara bersama-sama antara variabel aglomerasi, migrasi,
ketimpangan pendidikan,dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan
pendapatan dimana besar pengaruhnya adalah 83,7 % dan sisanya 16,3 %
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam model.

Secara parsial pengaruh aglomerasi terhadap ketimpangan pendapatan
sebesar 36,1%, pengaruh migrasi terhadap ketimpangan pendapatan sebesar 20,7%,
pengaruh ketimpangan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan sebesar
41,1%, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan sebesar
19,14%. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh paling kecil karena
pertumbuhan ekonomi sudah dirasakan oleh semua daerah. Ketimpangan
pendidikan memiliki pengaruh yang paling besar karena pendidikan dianggap
memiliki korelasi positif terhadap pendapatan.

Saran yang dapat disampaikan adalah pemerintah kecamatan perlu meninjau
kembali persebaran industri didaerahnya, penyediaan fasilitas yang dibutuhkan
penduduk berupa pendidikan dan lapangan pekerjaan Kebijakan yang berorientasi
pada pemerataan pendidikan seperti peninjauan lokasi sekolah di suatu daerah agar
tidak terjadi perbedaan pendidikan antar daerah.
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ABSTRACT
Oktavia, Mentari. 2017. “The Influence of Agglomeration, Migration, Education
Inequality, and Economic Growth towards Income Inequality Inter-District in
Banyumas Regency”. Final Project. Department of Economics, Faculty of
Economics, Universitas Negeri Semarang. Advisor Dr.Kardoyo, M.Pd.

Keywords: Agglomeration, Migration, Education Inequality, Economic
Growth, and Income Inequality.

Income inequality is a development problem which often faced by developing
regions. The high inequality causes other economic problems such as poverty. This
research aims to analyze income inequality and the influence of Agglomeration,
Migration, Education Inequality, and Economic Growth towards income
Inequality.

The population in this research was the entire districts in Banyumas Regency
which were 27 districts. The sampling technique used in this research was saturated
sample. The method used mix method. The data collecting method used
documentation and interview method. The data collected was analyzed by using
percentage descriptive statistics technique, classical assumption test, and multiple
linear regression analysis.

The result of the research obtained that descriptive statistics for the mean of
agglomeration is 0.516. It shows that Agglomeration variable is in moderate level.
Low level migration is 0,30, low level educational inequality is 0,22, low level
economic growth is 0,15, low level income inequality is 0,27. The hypothesis result
shows that there is simultaneously influence of agglomeration, migration, education
inequality, and economic growth toward income inequality which the biggest
influence is 83.7% then rest is 16.3% and it is influenced by other variables outside
the model.

Partially, the influence of agglomeration toward income inequality is 36.1%,
the influence of migration toward income inequality is 20.7%, the influence of
education inequality toward income inequality is 41.1%, and the influence of
economic growth toward income inequality is 19.14%. Economic growth has the
smallest influence because it has been experienced by all regions. Education
inequality has the biggest because it is considered to positively correlate to income.

Suggestion is the district government should review the distribution of
industries in its region, provide facilities needed by community including education
and employment, and give policies that has orientation to education equality such
as observation of schools in a region in order not to differentiate education inter-
district.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Masalah besar yang pada umumnya dihadapi oleh negara atau daerah yang
masih berkembang salah satunya adalah ketimpangan pendapatan. Ketimpangan
pendapatan menggambarkan bahwa tingkat distribusi di setiap pendapatan daerah
memiliki tingkat yang berbeda-beda. Ketimpangan pendapatan mengakibatkan
berbagai masalah lain yang timbul di antaranya adalah kemiskinan. Hal tersebut
terjadi karena distribusi pendapatan hanya dinikmati oleh kaum kaya saja.
Ketimpangan distribusi pendapatan diukur oleh nilai gini coefficient dimana
dibantu oleh kurva Lorenz ( Todaro,2004).

Banyumas adalah salah satu kabupaten yang memiliki masalah yang cukup
serius.Salah satu masalah yang dihadapi adalah ketimpangan distribusi
pendapatan dimana distribusi pendapatan hanya dirasakan di daerah perkotaan
saja. Kabupaten Banyumas 5 tahun terakhir memiliki nilai koefisien gini cukup
tinggi dimana tahun 2015 memiliki koefisien gini tertinggi di Provinsi Jawa
Tengah. Perubahan koefisien gini di Kabupaten Banyumas selama 5 tahun

terakhir bisa kita lihat pada gambar di bawah ini:
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Gambar 1.1. Indeks gini kabupaten Banyumas
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah ,2012-2016
Dari grafik di atas kita bisa melihat bahwa ketimpangan pendapatan yang
diukur dari koefisien gini menggambarkan pendistribusian pendapatan di
Kabupaten Banyumas tidak merata atau timpang. Kabupaten Banyumas termasuk
dalam kabupaten yang masih berkembang padahal pada teorinya ketimpangan
pendapatan akan semakin tiggi pada wilayah yang sedang dalam puncak
pembangunan hal tersebut bisa dilihat dari pendapatan per kapita penduduknya.
Kabupaten Banyumas memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah
dibanding dengan kabupaten lainnya misalnya adalah : Kota Semarang dimana
PDRBnya adalah 102.301 PDRB tersebut paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah
namun, ketimpangan di Kota Semarang lebih rendah dibanding Kabupaten
Banyumas yaitu 0,33.
Berdasarkan teori ketimpangan pendapatan seharusnya daerah yang
memiliki pendapatan yang tinggi karena ketimpangan akan mencapai puncaknya

pada daerah yang sedang mengalami puncak pembangunan. Namun, berbeda



dengan Kabupaten Banyumas yang masih dalam perkembangan pembangunan
memiliki indeks ketimpangan yang cukup tinggi yaitu 0,46.

Ketimpangan pendapatan bisa dikarenakan oleh beberapa faktor baik faktor
internal maupun eksternal dari daerah itu sendiri. Ketimpangan pendapatan di
sebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah : konsentrasi kegiatan
ekonomi, SDA, mobilitas faktor produksi dan jasa, perbedaan demografis, alokasi
investasi, dan kurang lancarnya perdagangan. Faktor sumber daya alam
merupakan salah satu faktor yang dianggap memiliki pengaruh terhadap
ketimpangan pendapatan.

Sumber daya alam diyakini memiliki pengaruh dalam ketimpangan di
karenakan dengan banyaknya suatu daerah yang memiliki sumber daya alam
maka, semakin besar potensi ekonomi daerah tersebut. Namun, sumber daya alam
saja tidak cukup dalam memajukan ekonomi suatu daerah namun, harus dibarengi
dengan sumber daya manusia yang bagus pula.

Faktor yang selanjutnya adalah mobilitas faktor produksi. Mobilitas disini
termasuk dalam migrasi dan transmigrasi. Migrasi dianggap memiliki pengaruh
karena dengan lancarnya mobilitas tenaga kerja maka, suatu daerah tidak akan
mengalami kekurangan atau kelebihan sehingga, bisa mengisi satu sama lain.
Faktor yang berikutnya adalah kondisi demografis. Kondisi ini meliputi keadaan
pendidikan, kesehatan dan etos kerja penduduk. Hal tersebut dianggap memiliki
pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan karena, dengan kualitas penduduk
yang baik maka, akan meningkatkan pendapatan mereka dibanding dengan

penduduk yang memiliki kualitas yang rendah.



Faktor berikutnya adalah kurang lancarnya perdagangan. Kurang lancarnya
perdagangan bisa disebabkan oleh beberapa hal di antarannya adalah karena saran
dan prasarana termasuk infrastruktur jalan. Dengan infrastruktur jalan yang tidak
bagus maka, barang-barang tidak dapat didistribusikan dengan baik sehingga,
penduduk tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi. Dimana hal tersebut akan
berpengaruh terhadap pendapatannya.

Faktor yang terakhir adalah konsentrasi kegiatan ekonomi. Dengan
terkonsentrasinya kegiatan ekonomi disuatu daerah maka, akan membuat
perbedaan akativitas ekonomi. Daerah yang dekat dengan daerah konsentrasi akan
lebih baik kehidupannya dengan daerah yang jauh dari konsentrasi. Hal tersebut
terjadi karena, konsentrasi kegiatan ekonomi akan berpengaruh terhadap
pendapatan penduduk disekitarnya.

Seperti daerah lain, Kabupaten Banyumas juga memiliki beberapa faktor
yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Namun, sebelum mengetahui
faktor apa saja yang diprediksi dapat mempengaruhi pendapatan kita bisa melihat
data- data yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan
pendapatan. Mulai dari sumber daya alam, kondisi demografis, alokasi investasi,
kondisi demografis, kurang lancarnya perdagangan, konsentrasi kegiatan
ekonomi.

Kondisi sumber daya alam di Kabupaten Banyumas rata-rata memiliki
sumber daya alam yang sama karena kondisi struktur tanah dan batuannya sama

hal tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 1.1
Sumber Daya Alam

No | Kecamatan SDA

1 | Lumbir Basalt dan emas

2 | Wangon Basalt & Tanah urug

3 | Jatilawang Basalt

4 | Rawalo Basalt

5 | Kebasen Basalt & Tanah urug

6 | Kemranjen Basalt

7 | Sumpiuh -

8 | Tambak Basalt

9 | Somagede Basalt

10 | Kalibagor Kaolin

11 | Banyumas Tanah urug,pasir & Basalt

12 | Patikraja Andesit

13 | Purwojati Diorit

14 | Ajibarang Andesit ,Batu
gamping,phospat, Tanah
urug,Kalsit,Diorit

15 | Gumelar Andesit, Kalsit, Emas

16 | Pekuncen Batu Rai& Andesit

17 | Cilongok Andesit,Kaolin, Tanah Urug

18 | Karanglewas -
19 | Kedungbanteng Andesit, Andesit
Hornblende,Granodiorit,Batu
Rai , Tras, Oker

20 | Baturaden Andesit
21 | Sumbang -

22 | Kembaran Tanah liat
23 | Sokaraja Tanah liat

24 | Purwokerto selatan | -
25 | Purwokerto barat -
26 | Purwokerto timur -
27 | Purwokerto utara -
Jumlah
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2016

Faktor yang selanjutnya adalah kondisi demografis. Kondisi demografis ini
dilihat dari kondisi pendidikan. Perbedaan kondisi pendidikan bisa kita lihat pada

tabel di bawah ini:



Tabel 1.2

Kondisi Pendidikan Di Kabu

aten Banyumas

No| Kecamatan Tidak SD SMP SMA | Universitas
Tamat SD
1 | Lumbir 13.255 21.313 3927 1806 | 290
2 | Wangon 29.509 20.834 8910 7212 2178
3 | Jatilawang 14.845 23.327 [7009 7899 659
4 | Rawalo 7712 17.136 [10.712 6853 1428
5 | Kebasen 12.517 12.408 [17.596 (3168 6769
6 | Kemranjen 20.349 22.111  9.586 6318  [1445
7 | Sumpiuh 6.847 21941 [10.435 6.704 [1.267
8 | Tambak 6.230 14.071 8.106 9.797 [775
9 | Somagede 9.189 12,900 W.677 2.641 [701
10 | Kalibagor 14.306 11.131 [7.432 9.909 [1.207
11 | Banyumas 3.770 22.213 8.522 6.657 [1.381
12 | Patikraja 14.126 20.426 [7236 5.938 [1.183
13 | Purwoijati 9.701 12.222 4.611 2.015 522
14 | Ajibarang 21.815 39559 [13.843 [9.050 [2.152
15 | Gumelar 10.158 17.463 [7.810 5.902 [1.192
16 | Pekuncen 14.562 31.294 [7.630 6.068 1992
17 | Cilongok 47.406 26.343 [15.802 [13.277 [2.528
18 | Karanglewas 8.867 23.508 [13.048 8113 2609
19 | Kedungbanteng | 17.848 21.000 p.281 4.475 648
20 | Baturaden 12.938 15.896 [7.148 7.698 [2.567
21 | Sumbang 23.518 12.385 9.880 3.907 [23.673
22 | Kembaran 16.660 25.718 [11.957 [13.819 ©4.404
23 | Sokaraja 18.011 23.269 [13.308 [16.799 4.726
24 | Purwokerto 17.079 21.690 [12.826 [11.781 55988
Selatan
25 | Purwokerto 8.137 11.594 8.880 13.931 5219
Barat
26 | Purwokerto 17.079 21.690 [12.826 [11.781 5.998
Timur
27 | Purwokerto 8.146 18.462 8.105 20.452 3.913
Utara

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, 2016

Faktor yang selanjutnya adalah alokasi investasi hal ini dilihat dari pendirian

hotel di Kabupaten Banyumas. Kondisi tersebut bisa dilihat pada tabel dibawah

ini:




Tabel 1.3

Kondisi Alokasi Investasi Pada Sektor Jasa
No | Kecamatan Hotel Bintang | Hotel Non | Jumlah

Bintang

1 | Lumbir - -
2 | Wangon - &) 5
3 | Jatilawang - 1 1
4 | Rawalo - 2 2
5 | Kebasen - 1 1
6 | Kemranjen - 2 2
7 | Sumpiuh - 1 1
8 | Tambak - - -
9 | Somagede - - -
10 | Kalibagor - -
11 | Banyumas - 1 1

12 | Patikraja - - -
13 | Purwojati - - -

14 | Ajibarang 1 4
15 | Gumelar - - -
16 | Pekuncen - - -
17 | Cilongok - 8 8
18 | Karanglewas - 1 1
19 | Kedungbanteng | - 1 1
20 | Baturaden 3 113 116
21 | Sumbang - - -
22 | Kembaran - - -
23 | Sokaraja 1 1 2
24 | Purwokerto 2 22 24
selatan
25 | Purwokerto 1 8 9
barat
26 | Purwokerto 2 16 18
timur
27 | Purwokerto - 2 2
utara
Jumlah 10 189 199

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016
Faktor yang selanjutnya adalah mobilitas faktor produksi barang dan jasa
termasuk migrasi dan transmigrasi. Di Kabupaten Banyumas untuk migrasi bisa

dilihat pada tabel 1.4. Dari tabel 1.4 kita bisa melihat bahwa daerah yang memiliki



jumlah migrasi yang tinggi adalah Kecamatan Cilongok sedangkan yang memiliki
jumlah migrasi yang rendah adalah Kecamatan Lumbir. Lumbir adalah salah satu
kecamatan yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas. Migrasi
diprediksi menjadi faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan karena,
akan ada perbedaan yang terlihat antara penduduk yang bekerja di daerah sendiri
dan di daerah lain.

Dengan banyaknya penduduk yang melakukan perpindahan karena alasan
mencari pekerjaan akan menimbulkan dampak yang negatif bagi daerah yang
ditinggalkan yaitu Kabupaten Banyumas. Dampak dari banyaknya penduduk yang
mencari Kerja di daerah lain adalah ketertinggalan daerah karena memiliki tenaga
kerja produktif yang sedikit. Dengan sedikitnya tenaga kerja yang produktif maka,
akan sedikit pula produktivitas yang dihasilkan. Hal tersebut yang akan menjadi

salah satu penyebab perbedaan pendapatan.



Tabel 1.4
Migrasi penduduk di Kabupaten Banyumas
KEPINDAHAN
NO | KECAMATAN L P JML
1 Lumbir 135 146 281
2 Wangon 375 289 |664
3 Jatilawang 205 | 226 |431
4 Rawalo 236 | 202 | 438
5 Kebasen 188 195 383
6 Kemranjen 266 259 525
7 Sumpiuh 205 [ 206 |411
8 Tambak 158 | 211 | 369
9 Somagede 178 129 | 307
10 | Kalibagor 295 | 247 | 542
11 | Banyumas 214 1184 | 398
12 | Patikraja 496 419 |915
13 | Purwojati 107 125 | 232
14 | Ajiabarang 563 | 479 1.042
15 | Gumelar 241 182 | 423
16 | Pekuncen 382 |359 |741
17 | Cilongok 654 |625 |1.279
18 | Karanglewas 280 244 524
19 | Sokaraja 487 | 442 | 929
20 | Kembaran 348 326 |674
21 | Sumbang 458 362 |820
22 | Baturraden 317 | 326 643
23 | Kedungbanteng 251 188 |439
24 | Purwokerto Selatan 416 | 467 883
25 | Purwokerto Barat 483 | 440 | 923
26 | Purwokerto Timur 429 | 442 871
27 | Purwokerto Utara 291 267 558
JUMLAH 8.658 | 7.987 | 16.645

Sumber : Dindukcapil Banyumas ,2016
Faktor yang selanjutnya adalah konsentrasi kegiatan ekonomi. Hal tersebut

bisa dilihat pada tabel di bawabh ini:



Tabel 1.5

Tabel Pengelompokkan Industri di Kabupaten Banyumas
NO | Kecamatan Industri Industri Industri

besar menengah | kecil

1 Lumbir - - 4
2 Wangon - - 8
3 Jatilawang - - 3
4 Rawalo - - 6
5 Kebasen - - 7
6 Kemranjen - 3 6
7 Sumpiuh - - 5
8 Tambak - - 5
9 Somagede - - 1
10 | Kalibagor - 2 3
11 | Banyumas - 4 10
12 | Patikraja - 2 12
13 | Purwojati - 2 3
14 | Ajibarang - 5 34
15 | Gumelar - 1 1
16 | Pekuncen - 3 3
17 | Cilongok - 3 28
18 | Karanglewas - 1 11
19 | Kedungbanteng - 1 10
20 | Baturaden - 4 14
21 | Sumbang - 3 5
22 | Kembaran - 9 20
23 | Sokaraja 1 5 26
24 | Purwokerto selatan 2 18 85
25 | Purwokerto barat 1 12 41
26 | Purwokerto timur - 28 66
27 | Purwokerto utara 1 13 34
Jumlah 5 118 451

Sumber: BPS Banyumas,2016

10

Dari tabel di atas kita bisa melihat bahwa industri-industri besar yang

mampu menopang kegiatan ekonomi berada di wilayah perkotaan saja yaitu

terletak di Kecamatan Purwokerto Selatan dengan sektor industi besar berjumlah

2 industri besar,16 industri sedang dan 85 industrsi kecil sedangkan untuk

kecamatan yang tidak memiliki industri besar dan sedang adalah kecamatan yang
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jauh dari pusat perkotaan yaitu Lumbir, Wangon, Jatilawang, Rawalo, Kebasen,
Sumpiuh, Tambak, Somagede.

Kabupaten Banyumas yang merupakan kabupaten yang masih berkembang
mengalami adanya aglomerasi atau pengelompokkan sektor industri. Sektor
industri besar yang mampu menopang kegiatan ekonomi di suatu daerah hanya
terletak di daerah perkotaan saja sehingga efek dari kegiatan ekonomi hanya dapat
dirasakan oleh masyarakat perkotaan saja.

Faktor yang terakhir adalah kondisi infrastruktur jalan. Infrastruktur
berkaitan dengan kondisi jalan di suatu daerah. Dengan kondisi jalan yang baik
maka, proses perdagangan atau kegiatan ekonomi berjalan dengan baik. Namun,
ketika infrastruktur jalan tidak baik, maka kegiatan ekonomi tidak erjalan dengan
baik walaupun berjalan pasti akan terganggu. Kondisi baik atau tidaknya suatau
jalan akan mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk di sekitarnya.

Ketika infrastruktur bagus maka, transportasi umum bisa melewati dengan
baik tanpa kendala hal tersebut membantu dalam kegiatan ekonomi suatu daerah.
Untuk Kabupaten Banyumas memiliki rata-rata kondisi jalan yang bagus
sehingga, kegiatan ekonomi penduduk tidak terganggu. Kondisi infrastruktur

jalan bisa lihat pada tabel 1.6
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Tabel 1.6
Kondisi Infrastruktur Jalan
NO | Kecamatan Kondisi jalan
Baik | Sedang | Rusak | Rusak berat
1 Lumbir 23,38 |- 3,20 8,85
2 Wangon 15,02 | - 6,53 2,00
3 Jatilawang 12,68 | 0,40 10,44 12,43
4 Rawalo 9,69 - 7,00 3,07
5 Kebasen 20,96 | 4,29 8,96 1,00
6 Kemranjen 10,25 | 2,00 8,55 0,50
7 Sumpiuh 27,78 | 0,70 14,05 |0,80
8 | Tambak 18,95 | - 6,39 0,24
9 Somagede 8,25 2,00 - 1,05
10 | Kalibagor 10,50 | 1,62 3,22 7,80
11 | Banyumas 22,23 | 2,54 9,70 -
12 | Patikraja 14,60 |- 2,00 1,16
13 | Purwojati 31,23 |- 13,87 1,00
14 | Ajibarang 14,07 | 0,35 1,33 -
15 | Gumelar 28,63 | 2,57 5,16 2,24
16 | Pekuncen 32,75 | - 3,50 2,00
17 | Cilongok 33,77 14,60 15,07 | -
18 | Karanglewas 9,23 3,52 4,85 -
19 | Kedungbanteng 19,30 | 5,20 1571 1,30
20 | Baturaden 12,10 | 2,52 6,15 5,10
21 | Sumbang 38,96 |4,32 6,00 -
22 | Kembaran 4,30 0,50 3,90 -
23 | Sokaraja 15,47 | 7,16 9,81 3,00
24 | Purwokerto Selatan 38,96 |4,32 6,00 -
25 | Purwokerto Barat 21,48 | 1,55 - -
26 | Purwokerto Timur 30,65 | 3,10 0,14 -
27 | Purwokerto Utara 1543 | 1,33 0,72 -
Jumlah 530,0 | 53,99 167,25 | 53,54

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Dalam penelitian ini ada empat variabel yang digunakan, yaitu: aglomerasi,

migrasi

penduduk, ' ketimpangan - pendidikan -~ dan" pertumbuhan - ekonomi.

Aglomerasi merupakan pengelompokan sektor industri pada satu wilayah.

Aglomerasi terbentuk karena adanya industri yang mengelompok pada satu



13

daerah tertentu. Pengelompokkan tersebut terjadi karena beberapa alasan yaitu:
alasan dekat dengan bahan baku, dekat dengan konsumen atau yang lain.
Aglomerasi memiliki keuntungan dan kekurangan untuk perekonomian suatu
daerah.

Sjafrizal (2008:135) mengatakan bahwa : “Keuntungan aglomerasi pada

dasarnya kekuatan utama dari pusat pertumbuhan. Alasannya karena dia

memberikan keuntungan eksternal baik dalam bentuk penurunan biaya atau
peningkatan peluang pasar bagi para pengusaha yang beroperasi dalam
pusat tersebut”.

Persebaran industri di kabupaten Banyumas dapat kita lihat pada tabel 1.6.

Faktor penyebab ketimpangan yang selanjutnya adalah migrasi penduduk.
Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain.

Sjafrizal (2008:119) mengatakan bahwa: “Migrasi yang kurang lancar

menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan

oleh daerah lain yang sangat membutuhkannya”.

Migrasi memiliki dampak positif dan negatif baik bagi pelaku maupun bagi
daerah. Dampak positif bagi penduduk yang melakukan migrasi untuk bekerja
akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik dari daerahnya sedangkan dampak
negatifnya adalah penduduk harus bersaing dengan penduduk asli yang ingin
bekerja di daerah yang dituju. Dampak positif dari migrasi untuk daerah yang
dituju adalah daerah tersebut mendapatkan tambahan tenaga kerja sehingga
mereka bisa memilih sesuai dengan keinginan mereka dan negatifnya akan timbul
pemukiman kumuh. Kabupaten Banyumas memiliki jumlah penduduk yang
melakukan migrasi berbeda-beda jumlahnya untuk setiap kecamatan, hal tersebut
bisa dilihat pada tabel 1.4.

Faktor penyebab ketimpangan yang selanjutnya adalah ketimpangan

pendidikan. Ketimpangan pendidikan adalah ketidakmerataan pendidikan di
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kecamatan-kecamatan di Kabupaten Banyumas. Keadaan pendidikan di satu
kecamatan yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan baik secara
kualitas maupun kuantitas. Sistem pendidikan di negara berkembang kadang-
kadang bukan mengurangi,namun justru meperburuk ketimpangan pendapatan.
Alasan utama dari efek buruk pendidikan formal atas distribusi pendapatan adalah
adanya korelasi yang positif antara tingkat pendidikan seseorang dengan
penghasilan seumur hidup (Todaro,2006).

Keadaan pendidikan disetiap daerah memiliki keadaan yang berbeda
meskipun dalam satu wilayah kabupaten. Perbedaan keadaan setiap daerah
disebabkan karena beberapa hal diantaranya karena akses pendidikan yang susah
karena lokasi sekolah yang hanya berada di pusat wilayah pemerintahan. Selain
lokasi sekolah yang hanya ada di pusat pemerintahan ketersediaan sarana dan
prasarana sekolah juga akan menimbulkan perbedaan kualitas pendidikan di suatu
daerah. perbedaan-perbedaan tersebut yang menimbulkan sebuah masalah berupa
masalah ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan bisa dilihat pada tabel
1.2.

Faktor penyebab yang selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi yang berbeda setiap daerah menyebabkan perbedaan
pendapatan setiap daerah.

Untuk wilayah kabupaten Banyumas bisa kita lihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 1.7
PDRB Per Kapita di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Banyumas
No Kecamatan PDRB SBLM | PDRB SSDH
1 Lumbir 2.421.651 2.749.193
2 Wangon 3.646.299 4.116.668
3 Jatilawang 2.982.303 3.366.858
4 Rawalo 2.664.942 3.004.739
5 Kebasen 1.936.324 2.198.214
6 Kemranjen 1.980.165 2.231.636
7 Sumpiuh 2.706.670 3.089.122
8 Tambak 2.424.283 2.776.984
9 Somagede 3.423.216 3.853.366
10 Kalibagor 3.177.554 3.559.329
11 Banyumas 3.900.506 4.419.095
12 Patikraja 2.328.248 2.597.512
13 Purwojati 3.543.600 4.010.771
14 Ajibarang 3.255.499 3.676.362
15 Gumelar 1.812.907 2.026.895
16 Pekuncen 1.963.921 2.219.661
17 Cilongok 2.839.578 3.178.698
18 Karanglewas 2.280.244 2.539.271
19 Kedungbanteng 2.315.169 2.572.169
20 Baturraden 2.880.037 3.209.239
21 Sumbang 1.923.310 2.131.504
22 Kembaran 2.408.850 2.647.538
23 Sokaraja 3.279.040 3.654.038
24 Purwokerto 4.129.395 4.625.902
Selatan
25 Purwokerto 6.537.187 7.480.394
Barat
26 Purwokerto 13.066.709 14.940.587
Timur
27 Purwokerto 2.7176.884 3.245.337
Utara

Sumber : RPIMD Kabupaten Banyumas,2016
Dari tabel di atas kita bisa melihat bahwa pertumbuhan PDRB Per Kapita
paling tinggi dimiliki oleh Kecamatan Purwokerto Timur sedangkan PDRB Per
Kapita paling rendah dimiliki oleh Kecamatan Patikraja. Pertumbuhan ekonomi

yang tidak sama yang kita lihat dari PDRB Per Kapita menimbulkan masalah yaitu
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ketimpangan pendapatan. Kondisi sumber daya alam, infrastruktur jalan, alokasi
investasi tidak menjadi faktor yang diprediksi bisa mempengaruhi ketimapangan
pendapatan karena beberapa hal. Sumber daya alam tidak menjadi faktor
penyebab dikarenakan kondisi sumber daya alam di Kabupaten Banyumas rata-
rata sama sehingga, tidak menimbulkan perbedaan.

Infrastruktur jalan tidak menjadi faktor penyebab karena kondis jalan sudah
bagus di seluruh daerah di Kabupaten Banyumas sehingga, tidka menimbulkan
perbedaan. Dan alokasi investasi tidak menjadi penyebab karena, untuk alokasi
investasi di bidang jasa untuk Kabupaten Banyumas sudah lumayan bagus hal
tersebut terlihat dengan berdirinya hotel di berbagai wilayah di daerah Kabupaten
Banyumas namun,tidak menimbulkan perbedaan.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti “Pengaruh
Aglomerasi, Migrasi Penduduk, Ketimpangan Pendidikan, Dan Pertumbuhan
Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan Di Kabupaten
Banyumas”.
1.2.1dentifikasi Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka, permasalahan yang
terjadi di kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Terjadi ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas.
2. Terjadi pengelompokan sektor industri pada satu wilayah saja atau disebut
aglomerasi dimana mengakibatkan ketimpangan pendapatan antar kecamatan

di Kabupaten Banyumas.
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3. Terjadi migrasi penduduk yang tidak lancar dimana migrasi penduduk
menyebabkan ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten
Banyumas.

4. Terjadinya ketidakmerataan pendidikan yang mengakibatkan ketimpangan
pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas.

5. Perbedaan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan ketimpangan pendapatan
antar kecamatan di Kabupaten Banyumas.

1.3. Cakupan Masalah

Penelitian ini akan meneliti tentang masalah ketimpangan pendapatan antar
kecamatan di Kabupaten Banyumas dimana diprediksi penyebab dari
ketimpangan tersebut adalah aglomerasi, migrasi, ketimpangan pendidikan, dan
pertumbuhan ekonomi. Keempat variabel ini diyakini dapat mengakibatkan
kondisi pendapatan yang berbeda yang menyebabkan ketimpangan pendapatan.

Selain itu penelitian ini meneliti tentang keempat variabel bebas ada variabel yang

memiliki pengaruh yang kecil dan pengaruh yang besar terhadap ketimpangan

pendapatan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah
penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh aglomerasi terhadap ketimpangan pendapatan antar
kecamatan di Kabupaten Banyumas?

2. Bagaimana pengaruh migrasi penduduk terhadap ketimpangan pendapatan

antar kecamatan di Kabupaten Banyumas?
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Bagaimana pengaruh ketimpangan pendidikan terhadap ketimpangan

pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas?

. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan

antar kecamatan di Kabupaten Banyumas?

Bagaimana pengaruh aglomerasi, migrasi penduduk, ketimpangan pendidikan
dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan antar kecamatan
di Kabupaten Banyumas?

Apa yang menyebabkan salah satu variabel memiliki pengaruh paling kecil
terhadap ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas?
Apa yang menyebakan salah satu variabel memiliki pengaruh paling besar

terhadap ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1.

Menganalisis pengaruh aglomerasi terhadap ketimpangan pendapatan antar
kecamatan di Kabupaten Banyumas.

Menganalisis pengaruh migrasi penduduk terhadap ketimpangan pendapatan
antar kecamatan di Kabupaten Banyumas.

Menganalisis pengaruh ketimpangan pendidikan terhadap ~ketimpangan

pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas.

. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan

pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas.
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5. Menganalisis pengaruh aglomerasi, migrasi penduduk, ketimpangan
pendidikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara bersama-sama
terhadap ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas.

6. Menganalisis penyebab salah satu variabel memiliki pengaruh paling kecil
terhadap ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas.

7. Menganalisis penyebab salah satu variabel memiliki pengaruh paling besar
terhadap ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas.

1.6. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dalam melakukan
penelitian berikutnya tentang ketimpangan pendapatan regional serta mampu
memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang ketimpangan pendapatan
regional.

1.6.2 Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi
pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Banyumas agar
lebih mengoptimalkan usaha-usaha untuk mengurangi ketimpangan pendapatan
antar kecamatan di Kabupaten Banyumas.

1.7 Orisionalitas

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu
berjudul : “Analisis Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Investasi dan IPM Terhadap

Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-
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2012 yang diteliti oleh Muhammad Haris Hidayat. Tujuan penelitian ini adalah
untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, IPM terhadap
ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini
menggunakan data sekunder berupa data panel yang terdiri dari silang waktu
periode 2005-2012 dan silang tempat 35 kabupaten / kota di Provinsi Jawa
Tengah. Metode pendekatan FEM ( Fixed Effect Model).

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan IPM
tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah,
sedangkan investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan
pendapatan antar daerah. Dengan nilai R square sebesar 0,9920 berarti variasi
pertumbuhan ekonomi, Investasi dan IPM mampu menerangkan 99,20 persen
variasi ketimpangan pendapatan antar daerah dan 0,80 persen ketimpangan
pendapatan antar daerah dijelaskan oleh variasi yang tidak dimasukkan dalam
penelitian ini.

Rujukan yang selanjutnya adalah penelitian dengan judul” Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten /Kota
di Propinsi Jawa Timur Tahun 2001-2012” yang dilakukan oleh Fafan Triastanto.
Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode explanatory. Jenis
data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk data
panel . Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketimpangan
distribusi pendapatan sebagai variabel terikat sedangkan pertumbuhan ekonomi,
upah minimum regional dan jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota di

Provinsi Jawa Timur sebagai variabel bebas.
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Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda ( multipler
linear regression method) dengan model panel data dan sebagai alat pengolahan
data menggunakan program Eviews 6. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
secara bersama-sama (serentak) pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional,
dan jumlah penduduk antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada
tahun 2001-2012 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
ketimpangan distribusi pendapatan.

Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,00000 lebih
kecil dari tingkat signifikasi 0,1. Secara individu ( parsial) menunjukkan bahwa
semua variabel dependen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
Sementara variabel yang berpengaruh dominan terhadap variabel dependen.
Sementara variabel yang berpengaruh dominan terhadap kesejahteraan manusia
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada taraf siginifikasi 0,1 adalah
pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang akan dilakukan dengan judul “ Pengaruh Aglomerasi,
Migrasi Penduduk, Ketimpangan Pendidikan, dan Pertumbuhan Ekonomi
Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kecamatan Di Kabupaten
Banyumas”. Analisis yang akan digunakan adalah analisis deskriptif,analisis
regresi berganda. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang
menjadi rujukan adalah penggunaan variabel bebas, metode penelitian yang

digunakan serta jenis data yang digunakan.



BAB I
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Teori Ketimpangan ( Grand Theory)

Ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada
masalah ekonomi dan melupakan aspek sosial.

Sjafrizal( 2008:104) menyatakan bahwa:”Ketimpangan pembangunan antar

wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu

daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan
sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada
masing-masing wilayah”.

Dari uraian di atas ketimpangan pembangunan yang terjadi antar daerah
dengan pusat merupakan hal yang wajar, karena adanya perbedaan sumber daya
dan awal pelaksanaan pembangunan antar daerah. Ketimpangan pembangunan
mula-mula dimunculkan oleh Douglas C.North. Douglas C. North menganalisa
tentang sebuah teori dimana teori tersebut bernama teori Hipotesa Neo Klasik.

Sjafrizal(2008:105) mengatakan bahwa :”Pada permulaan proses

pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan cenderung lebih

meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai
titik puncak™.

Berdasarkan hipotesa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan
akan meningkat pada negara berkembang sedangkan untuk negara maju akan
cenderung menurun. Sehingga, kurva ketimpangan pembangunan akan berbentuk
huruf U terbalik ( Reseve U-shape Curve).

Ketimpangan pembangunan disebabkan oleh beberapa faktor. Banyak
pandangan mengenai faktor-faktor penyebab ketimpangan antar wilayah yang
dikemukakan oleh beberapa hasil studi oleh beberapa ahli di antaranya:

1. Esmara (1975),

2. Soediono dan Igusa (1992),

22
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3. Azis (1989),
4. Hill dan Williams (1989),
5. lIbrahim (1974),
6. Uppal dan Handoko (1988),
7. Sjafrizal (1997&2000),
Dari pandangan ahli-ahli di atas terdapat faktor-faktor utama penyebab
ketimpangan antar wilayah adalah sebagai berikut ( Tambunan ,2001) :

1. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah
adalah kegiatan ekonomi wilayah hanya terpusat pada daerah tertentu saja.
Yang termasuk dalam konsentrasi kegiatan ekonomi adalah aglomerasi
industri.

2. Alokasi investasi adalah distribusi investasi baik secara langsung maupun tidak
langsung. Alokasi investasi adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah menurut teori pertumbuhan ekonomi Harrod- Domar.

3. Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah. Mobilitas faktor
produksi adalah pergerakan faktor produksi baik berupa tenaga kerja maupun
bahan baku. Sesuai dengan teori A.Lewis, yang dikenal dengan unlimited
supply of labour, jika perpindahan faktor produksi antar daerah tidak ada
hambatan, maka pada akhirnya pembangunan ekonomi yang optimal antar
daerah akan tercapai dan semua daerah akan lebih baik.

4. Perbedaan sumber daya alam. Dasar pemikiran klasik sering mengatakan
bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya SDA akan lebih maju dan

masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di daerah yang miskin SDA.
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5. Perbedaan kondisi demografis. Kondisi demografis meliputi jumlah dan
pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan,
disiplin masyrakat, dan etos kerja.

6. Kurang lancarnya perdagangan. Kurang lancarnya arus barang dan jasa
mempengaruhi pembangunan suatu daerah. Dari sisi permintaan, kelangkaan
akan barang dan jasa untuk konsumen mempengaruhi permintaan pasar
terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi lokal. Dari sisi penawaran, sulitnya
mendapatkan barang modal, input perantara, bahan baku atau material lainnya
dapat menyebabkan kegiatan ekonomi di suatu daerah lumpuh atau tidak

beroperasi.

2.2 Kajian Variabel Penelitian
2.2.1 Teori Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang terjadi jika suatu negara
mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, ketimpangan pendapatan yang terjadi
menunjukkan bahwa pendapatan rendah dinikmati sebagian besar penduduk dan
pendapatan yang besar hanya dinikmati oleh sebagian penduduk. Ketimpangan
ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, ketimpangan juga
berkaitan dengan kediktaktoran dan pemerintah yang gagal mengahargai hak
milik (property rights) masyarakatnya ( Glaeser,2006).

Ketimpangan pendapatan tidak dapat dihilangkan dari proses pembangunan
suatu daerah. Dengan adanya ketimpangan, akan memberikan dorongan kepada
pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya agar tidak

tertinggal jauh dari daerah di sekitarnya yang sudah baik kualitas hidupnya.
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Perhatian ketimpangan pendapatan tidak hanya pada masyarakat yang
berada di garis kemiskinan namun juga harus memperhatikan masyarakat yang
berada di atas garis kemiskinan. Hal itu dikarenakan karena beberapa alasan
sebagai berikut ( Todaro,2004) :

1. Ketimpangan pendapatan yang ekstrem menyebabkan inefisiensi ekonomi.
Ketimpangan pendapatan menyebabkan alokasi aset yang tidak efisien.

2. Ketimpangan pendapatan menyebabkan kelemahan stabilitas sosial dan
solidaritas.

3. Ketimpangan pendapatan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil.

Ketimpangan pendapatan bisa dianalisis menggunakan alat ukur berupa
koefisien gini( gini coefficient) yang merupakan sebagai ukuran ketimpangan
agregat yang angkanya berkisar antara nol ( pemerataan sempurna) hingga satu
(ketidakmerataan sempurna) ( Todaro,2004). Selain menggunakan koefisien gini
ketimpangan juga bisa dianalisis menggunakan Indeks Wiliamson dan Indeks
Entrhopy Theil dimana ukuran angkanya sama dengan koefisien gini dimana jika
nol maka menggambarkan pemerataan sempurna sedangkan satu menggambarkan
ketidakmerataan sempurna.
2.2.1.1 Ukuran Ketimpangan
2.2.1.1.1Indeks Gini

Indeks gini adalah murni ukuran statistik untuk variabilitas dan ukuran
normatif untuk mengukur ketimpangan ( Wodon, 2002). Pendekatan dari indeks
gini adalah sangat langsung terhadap ukuran ketidakmerataan, memuat perbedaan

diantara setiap pendapatan, dimana sejauh ini merupakan ukuran ketidakmerataan



26

yang sangat populer. Indeks gini digunakan untuk menghasilkan sebuah kurva
yaitu kurva Lorenz. Dimana hal ini dilakukan dengan menggabungkan
pendapatan masyarakat dengan penerimaan pendapatan masyarakat dalam sebuah
daerah.

Nilai dari indeks gini berkisar antara nol sampai satu. Nilai nol
menggambarkan bahwa seluruh pendapatan terbagi secara merata untuk semua
masyarakat, sedangkan nilai satu menggambarkan seluruh pendapatan hanya
dimiliki oleh satu orang atau satu daerah saja.
2.2.1.1.2 Kurva Lorenz

Todara (2004:225) menyatakan bahwa:”Kurva Lorenz memperlihatkan

hubungan kuantitatif aktual antara presentase pendapatan dengan presentase

pendapatan total yang benar-benar mereka terima selama satu tahun
misalnya”.

Kurva Lorenz dibentuk oleh dua sumbu yaitu sumbu vertikal dan horizontal.
Dimana sumbu vertikal adalah presentase pendapatan dan sumbu horizontal
adalah presentase populasi. Dalam kurva Lorenz terdapat sebuah garis diagonal
yang disebut dengan garis pemerataan.

“Semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis diagonal ( yang merupakan

garis pemerataan sempurna),maka semakin timpang atau tidak merata

distribusi pendapatannya. Kasus ekstrem dari ketidakmerataan sempurna
yaitu, apabila hanya seorang saja yang menerima seluruh pendapatan
nasional, sementara orang-orang lainnya sama sekali tidak menerima

pendapatan) akan diperlihatkan oleh kurva Lorenz yang berhimpit dengan
sumbu horizontal sebelah bawah dan sumbu vertikal sebelah kanan”

(Todaro,2004:225).

Gambar di bawah ini kita bisa melihat gambar kurva Lorenz dimana kurva
tersebut ‘'menggambarkan distribusi pendapatan tidak merata karena kurva
menjauhi garis pemerataan pendapatan dan hampir berhimpit dengan sumbu

horizontal. Semakin menjauh dari garis pemerataan maka semakin tidak merata
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distribusi pendapatannya dan semakin mendekati garis pemerataan maka semakin
merata distribusi pendapatannya.
Untuk gambar dari kurva Lorenz bisa kita lihat pada gambar di bawah ini:

penduduk 4

garis pemerataan

Kurva Lorenz

Presentase penerima pendapatan=

Gambar 2. 1. Kurva Lorenz
2.2.1.1.3. Indeks Wiliamson

Indeks ini ditemukan oleh Jeffrey G.Williamson pada tahun 1966 dimana
mula-mula teknik ini untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah.
Walaupun indeks ini memiliki kelemahan namun, indeks ini cukup lazim
digunakan dalam mengukur ketimpangan antar wilayah ( Sjafrizal,2008).

“Indeks Williamson menggunakan Produk Domestik Regional Bruto

sebagai data dasar. Alasannya karena yang diperbandingkan adalah tingkat

pembangunan antar wilayah bukan tingkat kemakmuran antar

kelompok™(Sjafrizal,2008: 108).

Indeks Williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan antar wilayah,
dimana formula dari indeks Williamson adalah sebagai berikut:

IW = V(Yi-Y)2filn 1Y

Dimana :

Yi = PDRB per kapita daerah i
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Y = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah
fi = Jumlah penduduk daerah i
N = Jumlah penduduk seluruh daerah

Nilai dari indeks Williamson antara nol sampai dengan satu, sedangkan
semakin mendekati nol maka menggambarkan wilayah tersebut semakin tidak
timpang, sedangkan semakin mendekati satu maka menggambarkan wilayah
tersebut semakin timpang atau tidak merata pendapatannya.
2.2.1.1.4 Indeks Entrophy Theil

Indeks Entrophy Theil merupakan salah satu ukuran dari ketimpangan.
Indeks ini dibagi menjadi 2 subindikasi yaitu ketimpangan regional dalam wilayah
dan ketimpangan regional antar wilayah ( Kuncoro,2004).

Indeks ini sebagai ukuran ketimpangan memiliki kelebihan tertentu.
Pertama, indeks ini dapat menghitung ketimpangan dalam daerah dan antar daerah
secara sekaligus, sehingga cakupan analisa menjadi lebih luas. Kedua, dengan
menggunakan indeks ini dapat pula dihitung konstribusi setiap daerah terhadap
ketimpangan wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan implikasi
kebijakan yang cukup penting (Sjafrizal,2008). Indeks ini menggunakan produk
regional domestik bruto per kapita sebagai data dasar. Formulasi indeks ini dapat
kita lihat pada formula di bawah ini:

T=0i0j(Yi/ Y )Ln(Y! Yi)
Dekomposisi indeks Entropi Theil :
T=0i(Yi/ Y)Ti+Oi(Yi Y)Ln((Y/ Yi))

Total Theil = Theil Within + Theil between
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Ti=0j(Yi/ YiYIn(Y! Yi)

Dimana :

Yij = Total pendapatan di kabupaten i, grup j
Y = Total pendapatan untuk propinsi ( OOYij)
Yij = Rata-rata pendapatan di propinsi i, grup j

Y = Pendapatan perkapita untuk Propinsi Jawa Tengah

Formulasi indeks Entrophy Theil bisa kita lihat pada formula di atas.

Penafsiran indeks ini sama dengan indeks Williamson dan ukuran ketimpangan

lainnya yaitu, semakin mendekati nol maka semakin tidak timpang namun,

sebaliknya semakin mendekati satu maka semaking timpang keadaannya.

2.2.1.1.5 Tipologi Klassen

Tipologi Klassen merupakan bentuk ukuran ketimpangan. Tipologi ini

digunakan untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua pendekatan

(Sjafrizal,2008).

Menurut tipologi ini perkembangan pembangunan antar daerah dapat

dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu:

1.

2.

Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (High Growth and High Income)
Daerah maju tetapi tertekan (High Income but Low Growth)
Daerah berkembang cepat (High Growth but Low Income)

Daerah relatif tertinggal (Low Growth and Low Income)
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Tabel 2.1 Tipologi Klassen

Y Yi>Y Yi<Y

r>r Pendapatan dan Pendapatan
pertumbuhan tinggi rendah,pertumbuhan
= daerah maju tinggi= daerah

berkembang cepat

ri<r Pendapatan tinggi Pendapatan
dan pertumbuhan rendah,pertumbuhan
rendah = daerah rendah=daerah
maju tetapi tertekan tertinggal
Keterangan:

Y =Pendapatan per kapita provinsi
Yi = Pendapata per kapita daerah kabupaten/kota
r = Pertumbuhan ekonomi provinsi
ri = Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota
2.2.1.2 Tren Distribusi Pendapatan
Tren distribusi pendapatan merupakan macam-macam distribusi pendapatan
yang terjadi di daerah yang mana dalam distribusi pendapatan selalu terjadi
sebuah ketimpangan distribusi pendapatan.
Tren distribusi pendapatan yang terjadi di daerah adalah sebagai berikut:
1. Ketimpangan Kota dan Desa
“Berbagai studi empiris menunjukkan modernisasi pertanian telah
memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan. Studi Gibbons, et al (1980)
menyimpulkan  bahwa revolusi hijau ' telah memperparah  kepincangan
distribusi pendapatan masyarakat karena meskipun petani kecil secara
umum membaik kondisinya sebagai hasil modernisasi pertanian, namun
posisi mereka secara relatif lebih buruk dibanding petani kaya yang jauh

meningkat penghasilannya. Hasil penelitian Arif dan Wong (1997)
membuktikan bahwa di daerah pedesaan Jawa terjadi proses meningkatnya
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kepincangan pendapatan, seperti ditunjukkan oleh meningkatnya angka gini

dari 0,3048 pada tahun 1970 menjadi 0,3604 pada tahun 1976 ( Mudrajad

Kuncoro, 2006: 144).

Dari uraian di atas kita bisa melihat bahwa ketimpangan distribusi
pendapatan di karenakan revolusi hijau yang terjadi dimana revolusi ini adalah
proses modernisasi pertanian. Revolusi hijau menggeser petani desa yang
memiliki peralatan yang sederhana dengan digantikan oleh petani kota yang
memiliki peralatan yang lebih modern. Kondisi tersebut mengakibatkan
perbedaan pendapatan antara petani desa dan kota dimana pendapatan petani desa
lebih buruk dari petani kota.

2. Ketimpangan Regional

Ketimpangan regional adalah ketimpangan yang terjadi antar daerah.
Ketimpangan ini telah lama menjadi bahan kajian para pakar ekonomi regional.
pakar ekonomi regional yang meneliti ketimpangan regional adalah Esmara
(1975).

“Esmara (1975) merupakan peneliti pertama yang mengukur kesenjangan

ekonomi antardaerah. Berdasarkan data dari tahun 1950 hingga 1960, ia

menyimpulkan Indonesia merupakan negara dengan kategori kesenjangan

daerah yang rendah apabila sektor migas diabaikan” (Kuncoro,2006: 144)

Penelitian selanjutnya adalah Ardani (1996) penelitian tersebut
menganalisis kesenjangan pendapatan dan konsumsi antar daerah dengan
menggunakan indeks Williamson selama 1968-1993 dan 1983-1993.
Kesimpulannya adalah pada tahap awal pembangunan ekonomi terdapat
kesenjangan kemakmuran -antar: daerah, namun semakin maju. pembangunan
ekonomi kesenjangan tersebut semakin menyempit (Kuncoro,2006).

Dari dua penelitian tersebut kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa

ketimpangan yang terjadi antar daerah karena proses pembangunan di setiap
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daerah berbeda-beda dimana setiap awal pembangunan ekonomi selalu terjadi
ketimpangan distribusi pendapatan namun akan menyempit sendiri seiring dengan
proses pembangunan ekonomi yang lebih baik.

3. Ketimpangan Interpersonal

Ketimpangan interpersonal adalah ketimpangan yang terjadi pada masing-
masing golongan masyarakat di suatu daerah. Dimana ketimpangan ini terjadi
akibat adanya perubahan distribusi pendapatan pada golongan berpenghasilan
tinggi, yang dapat diartikan bahwa golongan kaya semakin kaya.

“Hughes dan Islam ( 1981) menunjukkan bahwa ada peningkatan yang lebih

besar dalam kesenjangan di Jawa dibanding daerah manapun antara tahun

1970 sampai 1976. Peningkatan kesenjangan ini terutama akibat adanya

perubahan distribusi pendapatan pada golongan berpenghasilan tinggi, yang

dapat ditafsirkan bahwa yang kaya semakin kaya. Di daerah pedesaan Jawa
ternyata terjadi penurunan ketimpangan, yang mengindikasikan adanya
perubahan dalam golongan pendapatan yang paling rendah” (Kuncoro,

2006: 148).

Dari uraian di atas kita bisa menyimpulkan bahwa ketimpangan
interpersonal adalah ketimpangan yang terjadi karena perubahan distribusi
pendapatan pada golongan-golongan masyarakat di suatu daerah.

4. Ketimpangan antar Kelompok Sosial Ekonomi

Ketimpangan antar kelompok sosial ekonomi adalah ketimpangan yang
terjadi antar golongan pekerjaan. Di Indonesia pendidikan merupakan ukuran
yang penting dalam menentukan pendapatan. Ini diakibatkan karena akses

terhadap pekerjaan dengan gaji tinggi baik di sektor pemerintah maupun swasta

tergantung dari tingginya tingkat pendidikan (Kuncoro,2006).
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2.2.1.3 Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Pendapatan

Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan antar wilayah adalah
sebagai berikut (Tambunan , 2001) :

1. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah
tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan antar wilayah. Pertumbuhan
ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat sehingga terdapat konsentrasi
kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan
mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan
lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Demikian pula sebaliknya,
jika konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah maka akan
mendorong terjadinya pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan
masyarakat sekitar.

Konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal.
Pertama, karena terdapatnya sumber daya alam yang lebih banyak di daerah
tertentu, misalnya : minyak bumi, gas, batu bara dan bahan mineral lainnya.
Disamping itu terdapatnya lahan yang subur juga turut mempengaruhi, khususnya
menyangkut dengan pertumbuhan pertanian. Kedua, meratanya fasilitas
transportasi baik darat, laut dan udara juga turut mempengaruhi konsentrasi
kegiatan antar daerah. Ketiga, kondisi demografis atau kependudukan juga ikut
mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi pada

sumber daya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik.
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2. Alokasi Investasi

Investasi merupakan salah satu yang sangat menentukan pertumbuhan
ekonomi suatu daerah. Karena itu, daerah yang dapat alokasi investasi yang lebih
besar dari pemerintah atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta akan
cenderung mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan
kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi.
Begitu pula sebaliknya, jika investasi pemerintah dan swasta yang masuk ke
daerah ternyata lebih rendah maka, proses pembangunan ekonomi akan menjadi
terhambat.

Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem
pemerintahan daerah yang dianut. Sedangkan alokasi investasi oleh swasta di
pengaruhi oleh kekuatan pasar.

3. Tingkat Mobilitas Faktor Produksi Yang Rendah Antar Daerah

Mobilitas barang dan jasa yang kurang lancar dapat pula mendorong
terjadinya peningkatan ketimpangan antar wilayah. Ketimpangan bisa terjadi
karena beberapa alasan diantaranya adalah mobilitas yang kurang lancar dapat
menyebabkan kelebihan produksi suatu daerah sehingga tidak dapat dijual ke
daerah lain yang membutuhkan. Mobilitas jasa di antaranya adalah migrasi dan
transmigrasi. Ketidaklancaran maobilitas jasa akan menimbulkan kelebihan tenaga
kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat
membutuhkan. Akibatnya, ketimpangan antar wilayah akan cenderung tinggi
karena kelebihan suatu daerah tidak bisa dimanfaatkan oleh daerah lain sehingga,

proses pembangunan menjadi terbelakang.
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4. Perbedaan Sumber Daya Alam

Penyebab pertama yang mendorong ketimpangan antar wilayah adalah
adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumber daya alam pada
masing-masing daerah. Sebagaimana diketahui bahwa perbedaan kandungan
sumber daya alam di Indonesia ternyata cukup besar. Ada daerah yang memiliki
kandungan minyak dan gas, tetapi ada juga daerah yang tidak memiliki. Ada
daerah yang memiliki deposit batu bara yang cukup besar, tapi daerah lain tidak
Demikian juga dengan tingkat kesuburan lahan yang sangat bervariasi sehingga
mempengaruhi upaya untuk mendorong pembangunan pertanian pada masing-
masing daerah.

Perbedaan kandungan sumber daya alam ini jelas akan mempengaruhi
kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kandungan
sumber daya alam yang cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang
tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang
mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah.

Dengan kondisi tersebut maka akan mendorong perbedaan pembangunan
ekonomi di setiap daerah yang nantinya akan menimbulkan ketimpangan antar
wilayah. Daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam yang banyak akan
cenderung lebih baik pembangunan ekonominya sedangkan daerah yang memiliki
kandungan sumber daya alam yang sedikit akan cenderung lebih lambat

pembangunannya.
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5. Perbedaan Kondisi Demografis

Kondisi demografis setiap daerah berbeda-beda sehingga menimbulkan
ketimpangan antar daerah. Kondisi demografis yang dimaksudkan di sini meliputi
perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, pebedaan tingkat
pendidikan dan kesehatan perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan
dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat di
daerah yang bersangkutan.

Kondisi demografis menyebabkan ketimpangan antar wilayah karena hal ini
berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah yang
bersangkutan. Kondisi demografis yang kurang baik akan menyebabkan
rendahnya produktivitas kerja masyarakat yang akan berdampak pada
pembangunan ekonominya, begitupula sebaliknya jika produktivitas kerja
masyarakat tinggi maka akan berdampak pada pembangunan ekonomi yang tinggi
pula. Hal ini tejadi karena, dengan produktivitas kerja yang tinggi akan
mendorong investor untuk melakukan investasi di daerah tersebut.

6. Kurang Lancarnya Perdagangan

“Kurang lancarnya perdagangan antar daerah juga merupakan unsur yang

turut menciptakan ketimpangan ekonomi regional di Indonesia. Tidak

lancarnya perdagangan antar daerah disebabkan terutama oleh keterbatasan
transportasi dan komunikasi. Perdagangan antar wilayah meliputi barang

Jjadi, barang modal, input perantara, bahan baku, material-material lainnya

untuk produksi barang dan jasa. Jadi, tidak lancarnya arus barang dan jasa

antar daerah mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dari
sisi permintaan dan penawaran”( Tambunan,2001).

Menurut Lincolin ( dalam Krinantya,2014) mengemukakan 8 faktor yang

menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan di negara-negara yang sedang

berkembang, yaitu :
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1. Pertambahan penduduk yang tinggi sehingga mengakibatkan menurunnya
pendapatan perkapita,

2. Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara
proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang,

3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah,

4. Investasi yang banyak dilakukan pada proyek-proyek yang padat modal
(capital intensive), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta
lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari
kerja, sehingga menambah jumlah pengangguran,

5. Rendahnya mobilitas sosial,

6. Pelaksanaan kebijakan indusri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan
harga barang hasil industri untuk melindungi usaha golongan kapitalis,

7. Kondisi memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi negara yang sedang
berkembang dalam perdagangan dengan negara maju, sebagai akibat ketidak
elastisan permintaan negara-negara terhadap ekspor negara yang sedang
berkembang,

8. Hancurnya industi-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri
rumah tangga, dan lain sebagainya.

2.2.1.4 Dampak Ketimpangan

Ketimpangan telah memberikan berbagai dampak terhadap daerah dan
masyarakat. Adapun yang menjadi dampak dari ketimpangan tersebut adalah

sebagai berikut:
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1. Banyak wilayah-wilayah yang masih tertinggal dalam pembangunan.
Masyarakat yang berada di wilayah tertinggal pada umumnya masih belum
banyak tersentuh oleh program-program pembangunan sehingga, masyarakat
tersebut terisolir dari wilayah sekitarnya.

2. Belum berkembangnya wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh. Masih
banyak wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasinya strategis namun
belum dikembangkan secara optimal. Hal tersebut disebabkan karena beberapa
hal, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Adanya keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk pengembangan
produk unggulan

b. Belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku
pengembangan kawasaan di daerah

c. Belum optimalnya dukungan kebijakan nasional dan daerah yang
berpihak pada petani dan pelaku swasta

d. Belum berkembangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi
pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam
perekonomian daerah

e. Masih lemahnya koordinasi, sinergi dan kerja sama diantara pelaku-
pelaku pengembangan kawasan baik pemerintah, swasta, lembaga non
pemerintah dan masyarakat serta antara pemerintah pusat, provinsi dan
kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan daya saing produk unggulan

f. Masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha kecil terhadap modal

pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan
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pemasaran dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerja sama
investasi
g. Keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam
mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah
h. Belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerja sama antar wilayah
maupun antar negara untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan
dan produk unggulan.
2.2.1.5 Penanggulangan Ketimpangan
Kebijakan dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi ketimpangan
dilakukan sesuai dengan faktor yang menentukan terjadinya ketimpangan
pendapatan. Kebijakan yang dimaksudkan di sini adalah upaya pemerintah pusat
maupun daerah.
Penanggulangan ketimpangan bisa dilakukan dengan beberapa kebijakan
diantaranya sebagai berikut ( Sjafrizal,2008) :
1. Penyebaran Pembangunan Prasarana Perhubungan
Upaya untuk mendorong kelancaran mobilitas barang dan faktor produksi
antar daerah dapat dilakukan melalui penyebaran pembangunan sarana dan
prasarana perhubungan keseluruh pelosok wilayah. Prasarana perhubungan yang
dimaksud adalah fasilitas jalan , terminal dan pelabuhan laut yang mendorong
proses perdagangan antardaerah. Selain itu, pemerintah juga perlu menambah
jaringan komunikasi dan fasilitas telekomunikasi agar tidak ada daerah yang

terisolir.
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“Bila hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah , maka ketimpangan
akan dapat dikurangi. Karena usaha perdagangan dan mobilitas faktor
produksi, khususnya investasi akan dapat lebih diperlancar” (Sjafrizal,2008:
122).

2. Mendorong Transmigrasi dan Migrasi Spontan

“Melalui proses transmigrasi dan migrasi spontan ini, kekurangan tenaga
kerja yang dialami oleh daerah terbelakang akan dapat pula diatasi sehingga
proses pembangunan daerah bersangkutan akan dapat pula digerakkan”(
Sjafrizal,2008:123).

Dari uraian di atas kita bisa tahu bahwa dengan adanya transmigrasi dan

migrasi spontan akan membantu mengurangi ketimpangan yang terjadi. Hal itu
dikarenakan migrasi dan transmigrasi akan membantu mendorong pembangunan
ekonomi untuk setiap daerah sehingga, tidak ada perbedaan kondisi pembangunan
ekonomi untuk setiap daerah.

3. Pengembangan Pusat Pertumbuhan

“Penerapan konsep pusat pertumbuhan ini untuk mendorong proses
pembanguna daerah sekaligus untuk mengurangi ketimpangan
pembangunan antar wilayah dapat dilakukan melalui pembangunan pusat-
pusat pertumbuhan pada kota-kota skala kecil dan menengah. Dengan
demikian, kota-kota skala kecil dan menengah akan berkembang sehingga
kegiatan pembangunan dapat lebih disebarkan ke pelosok daerah”
(Sjafrizal,2008:124).

Kebijakan ini diperkirakan akan dapat mengurangi ketimpangan karena

menerapkan konsep konsentrasi dan desentralisasi.
4. Pelaksanaan Otonomi Daerah

“Pelaksanaan otonomi derah dan desentralisasi pembangunan juga dapat
digunakan untuk mengurangi tingkat ketimpangan antarwilayah. Hal ini
jelas, karena dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi
pembangunan daerah termasuk daerah terbelakang akan dapat lebih
digerakkan karena ada wewenang yang berada pada pemerintah daerah dan
masyarakat setempat. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka berbagai
inisiatif dan aspirasi masyarakat untuk menggali potensi daerah akan dapat
lebih digerakkan” ( Sjafrizal,2008: 124).

Dari uraian di atas kita bisa menyimpulkan bahwa dengan adanya otonomi

daerah masyarakat memiliki hak untuk menggali potensi daerah yang dimiliki
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tanpa harus merasa takut untuk mengeluarkan inisiatif dan aspirasi. Dengan hal
tersebut maka, pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat lebih
ditingkatkan dan secara bersamaan ketimpangan antar wilayah akan dapat
dikurangi.

2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

“Pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan pendapatan masyarakat

secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh

nilai tambah yang terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya
dibuat dalam harga berlaku. Namun agar dapat dilihat pertambahan dari satu
kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riil,

artinya dalam harga konstan” ( Tarigan,2005: 46).

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur menggunakan PDRB (produk domestik
regional bruto) dan PDRB Per kapita. Produk domestik regional bruto adalah
jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh satu perekonomian dalam jangka
satu tahun dan dinyatakan dalam harga dasar. Perhitungan PDRB (produk
domestik regional bruto) menggunakan tiga metode yaitu: metode produksi,
metode pengeluaran, dan metode pendapatan. Perhitungan dengan tiga metode
tersebut menghasilkan hasil yang sama.

Produk domestik regional per kapita dapat digunakan sebagai alat ukur
pertumbuhan yang lebih baik dalam mencerminkan kesejahteraan penduduk
dalam skala daerah. Produk domestik regional bruto per kapita adalah total
pendapatan suatu daerah yang dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut untuk
tahun yang sama. Angka yang digunakan semestinya adalah total pendapatan

regional dibagi jumlah pendapatan regional dibagi jumlah penduduk

(Tarigan,2005).
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2.2.2.1 Teori Pertumbuhan Klasik

“Orang yang pertama membahas pertumbuhan ekonomi secara sistematis
adalah Adam Smith yang membahas ekonomi dalam bukunya An Inquiry
into the Nature and Causes of The Wealth of Nations ( 1776). Inti ajaran
Smith adalah agar masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam
menentukan kegiatan ekonomi apa yang dirasanya terbaik untuk dilakukan.
Menurut Smith sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi,
membawa ekonomi kepada kondisi full employment, dan menjamin
pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner” (Tarigan,2005: 47).
Dalam ekonomi klasik pemerintah tidak boleh ikut campur dalam urusan

perekonomian dimana tugas pemerintah hanya menciptakan kondisi dan
menyediakan fasilitas yang mendorong pihak swasta berperan optimal dalam
perekonomian. Jadi, yang berperan disini adalah masyarakat bukan pemerintah.
Pemerintah tidak terjun langsung dalam kegiatan produksi dan jasa.

2.2.2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo- Klasik

“Teori ini adalah merupakan sanggahan dari teori dependensia. Dimana

teori ini adalah anti dengan pendekatan revolusioner atau teori penawaran.

Teori ini merekomendasikan swastanisasi BUMN, meningkatkan peran

perancanaan dan penetapan regulasi ekonomi yang menciptakan iklaim

kondusif bagi peningkatan peran pihak swasta dalam pembangunan”

(Kuncoro,2006: 70).

Menurut ekonom yang menganut teori ini, semakin besar campur tangan
pemerintah dalam perekonomian, semakin lambat laju pertumbuhan ekonomi
yang dialami oleh negara. Dengan mendorong pembebasan pasar dari campur
tangan pemerintah, swastanisasi BUMN, promosi perdagangan bebas dan
ekspansi ekspor, membuka diri terhadap penanaman modal asing, dan
meniadakan ketidakefisien dalam regulasi pemerintah. Efisiensi dan pertumbuhan
ekonomi diyakini akan terdorong maju.

“Teori ini hanya tepat diterapkan di negara-negara yang maju daripada

negara-negara berkembang. Konsep perdagangan bebas, laissez faire, dan

pasar persaingan sempurna merupakan hal yang hanya dapat dipenuhi oleh
negara-negara maju. Bagi negara berkembang pasar yang ada lebih
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berbentuk monopoli atau oligopoli. Perbedaan struktur masyarakat dan
kelembagaan yang dimiliki oleh negara sedang maju dengan negara sedang
berkembang, menjadikan teori pembangunan tersebut pada banyak kasus
justru gagal dilaksanakan di negara sedang berkembang” (Kuncoro,2006:

72).
2.2.2.3 Teori Geografi Ekonomi Baru
Teori geografi ekonomi baru muncul akibat kegagalan teori neoklasik dalam
menangkap dinamika perubahan geografis pada tingkat global. Argumen teori ini
menekankan pada hasil yang meningkat, skala ekonomis, dan persaingan yang
tidak sempurna. Para penganut teori ini percaya bahwa ketiga hal tersebut jauh
lebih penting daripada hasil skala yang konstan, persaingan sempurna, dan
keunggulan komparatif dalam menjelaskan perdagangan dan ketimpangan
distribusi kegiatan ekonomi. Ekonomi geografi berkembang karena Paul
Krugman. Ekonomi ala Krugman merupakan kombinasi model persaingan tidak
sempurna dan skala ekonomis yang digunakan dalam skala regional dengan
perdagangan. Kejutan pada suatu daerah dapat menimbulkan konsekuensi
pertumbuhan jangka panjang (Kuncoro, 2006).
2.2.2.4. Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Haror Domar
Teori ini dikembangkan oleh Roy F. Harrod di Inggris dan Evsey D. Domar
di Amerika Serikat. Teori ini melengkapi teori yang telah dikemukakan
terlebih dahulu oleh Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka
pendek (kondisi statis) sedangkan Harrod- Domar melihatnya dalam jangka
panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi :
1. = Perekonomian bersifat tertutup,
2. Hasrat menabung (MPS = s) adalah konstan,
3. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (constant return
scale), serta tingkat pertumbuhan angkatan kerja (n) adalah konstan dan
sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk (Tarigan, 2005 : 49).
Teori tersebut menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang

mantap hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai

berikut:
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g=k=n
Keterangan :
g = growth (tingkat pertumbuhan output)
k = capital (tingkat pertumbuhan modal)
n = tingkat pertumbuhan angkatan kerja
Agar terdapat keseimbangan maka antara tabungan (S) dan investasi ( 1)
harus terdapat kaitan yang saling menyeimbangkan, padahal peran k untuk
menghasilkantambahan produksi ditentukan oleh v (capital output ratio = rasio
modal output). Apabila tabungan dan investasi adalah sama (I = S), maka:
I/K = S/K = SIK=Y/ K= (SIY) | (KIY) =SIV
Agar pertumbuhan tersebut mantap, harus dipenuhi syarat yaitu g = n = s/v.
Karena s, v, dan n bersifat independen maka dalam perekonomian tertutup sulit
tercapai kondisi pertumbuhan yang mantap. Harrod- Domar mendasarkan
teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Akan
tetapi, kesimpulannya menunjukkan bahwa pemerintah perlu merencanakan
besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan sisi
permintaan barang (Tarigan, 2005).
2.2.3 Aglomerasi
Aglomerasi yaitu konsentrasi spasial dari aktifitas ekonomi di suatu
kawasan karena penghematan yang diakibatkan adanya lokasi saling berdekatan
(economies of proximity) yang diasosiasikan dengan kluster spasial untuk

menekan biaya-biaya, seperti biaya transportasi, informasi, dan komunikasi.
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Kekuatan aglomerasi dan deaglomerasi dapat menjelaskan terjadinya
konsentrasi dan dekonsentrasi industri. Ada tiga manfaat yang ditimbulkan oleh
kegiatan di atas, yaitu : penghematan skala (scale economies), penghematan lokasi
(localization economies), dan penghematan urbanisasi (urbanisation economies).
Konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah yang tinggi akan dapat mendorong
meningkatnya ketimpangan pambangunan antar wilayah karena proses
pembangunan daerah yang cepat hanya akan terjadi pada daerah dengan
konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi. Sedangkan konsentrasi ekonomi yang
rendah akan menghambat proses pembangunan. Oleh karena itu ketidakmerataan
akan menimbulkan ketimpangan dalam proses pembangunan antar wilayah
(Sjafrizal,2008).

Istilah aglomerasi pertama Kkali diperkenalkan oleh Weber dan
disempurnakan oleh Alfred Marshall (Tarigan :2005) mengenai penghematan
aglomerasi (agglomeration economies) atau disebut juga sebagai industri yang
terlokalisir (localized industries). Menurut Marshall, sebuah industri akan
memilih lokasi yang memungkinkan untuk berlangsungnya kegiatan ekonomi
dalam jangka panjang sehingga keuntungan akan meningkat apabila mendirikan
usaha di sekitar lokasi tersebut.

Menurut McCann(2001) bahwa terdapat tiga sumber mengapa skala
pengembalian meningkat selalu tercapai, yaitu:

1. Kelimpahan Informasi (Information Spillovers). Jika banyak perusahaan pada
industri yang tergolong sejenis, maka dengan beraglomerasi pada lokasi yang

sama maka tenaga kerja pada perusahaan tertentu akan secara relatif mudah
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berhubungan dengan tenaga kerja dari perusahaan lokal lain. Dengan demikian,
pertukaran informasi baik antar tenaga kerja maupun antar perusahaan akan
lebih mudah dan berlangsung setiap saat.

2. Input Lokal yang Tidak Diperdagangkan (Non-traded local inputs). Keadaan
dimana perusahaan-perusahaan dalam industri yang sejenis mengelompok di
suatu tempat maka ada beberapa input produksi tertentu yang menjadi lebih
efisien jika digunakan secara bersama-sama oleh pekerja di perusahaan-
perusahaan tersebut dibandingkan jika input tersebut dibeli secara individu
oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

3. Ketersediaan Tenaga Kerja Terampil Lokal (Local skilled-labour pool)
Ketersediaan tenaga kerja terampil di wilayah tersebut akan menyebabkan
turunnya biaya tenaga kerja bagi perusahaan-perusahaan di lokasi tersebut.

Aglomerasi memiliki keuntungan yang tidak akan diperoleh oleh suatu
industri jika letak industri menyebar.

Keuntungan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penghematan Skala (scala economies), yaitu adanya penghematan
dalam produksi secara internal bila skala produksinya ditingkatkan.
Sehingga dapat memberikan manfaat pada konsentrasi penduduk
dalam jumlah besar daripada jumlah penduduk yang lebih sedikit,
industri dan kegiatan lainnya.

2. Penghematan lokasi (lokalization economies), yaitu kekuatan yang
diasosiasikan dengan penghematan yang dinikmati oleh semua
perusahaan dalam suatu industri yang sejenis pada suatu lokasi
tertentu.

3. Penghematan urbanisasi (urbanization economies), Yyaitu jenis
penghematan yang: diasosiasikan :dengan; pertambahan jumlah total
(penduduk, hasil industri, pendapatan dan kemakmuran) di suatu

lokasi untuk semua kegiatan yang dilakukan bersama-sama
(Sjafrizal,2008 :135).

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa setiap pengelompokkan

industri memiliki keuntungan baik untuk industri atau penduduk yang disekitar
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industri. Aglomerasi dari waktu ke waktu mengalami perkembangan konsep dan
paradigma. Perkembangan aglomerasi dapat digolongkan dalam perspektif klasik
dan modern.
2.2.3.1 Aglomerasi Klasik

Dalam menjelaskan fenomena aglomerasi, banyak ekonom mendefinisikan
kota sebagai hasil dari proses produksi aglomerasi secara spasial. Teori klasik
mengenai aglomerasi beragumen bahwa aglomerasi muncul karena para pelaku
ekonomi berupaya mendapatkan penghematan aglomerasi (agglomeration
economies), baik karena penghematan lokalisasi maupun penghematan urbanisasi,
dengan mengambil lokasi yang berdekatan satu sama lain. Aglomerasi ini
mencerminkan adanya sistem interaksi antar pelaku ekonomi yang sama : apakah
antar perusahaan dalam industri yang sama, antar perusahaan dalam industri yang
berbeda, ataupun antar individu, perusahaan, dan rumah tangga ( Kuncoro,2002).
2.2.3.2 Aglomerasi Modern

Teori- teori klasik dianggap standar ditantang untuk disempurnakan oleh
tiga jalur paradigma : pertama, teori- teori baru mengenai eksternalitas dinamis,
yang menekankan peranan transfer informasi dan inovasi. Kedua, paradigma
pertumbuhan perkotaan. Ketiga, paradigma yang berbasis biaya transaksi.

Kelemahan mendasar penggolongan penghematan aglomerasi versi klasik
adalah tidak diperhitungkannya berbagai biaya yang hendak diminimalkan oleh
perusahaan. Persepsi umum saat ini berpendapat bahwa teori lokasi Neo-klasik

kurang tepat sebagai dasar analisis kurang tepat sebagai dasar analisis spasial. Ini
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disebabkan adanya dua fenomena yang sering dijumpai dalam praktek namun
tidak mampu dijelaskan oleh paradigma yang ada ( Kuncoro, 2002).

Paradigma - paradigma tersebut adalah : pertama, banyak perusahaan
memiliki sedikit, atau bahkan tidak memiliki, kaitan transaksi dengan perusahaan-
perusahaan lokal pada industri yang sama kendati terdapat kluster industri yang
kuat di daerah tersebut. Kedua, banyak perusahaan hanya memiliki sedikit, atau
bahkan tidak memiliki, kaitan transaksi sama sekali dengan perusahaan lain
ataupun rumah tangga dalam suatu daerah yang sama kendati daerah tersebut
memiliki berbagai Kluster industri. Karena itu, validitas konsep penghematan
lokalisasi dan penghematan urbanisasi menjadi dapat dipertanyakan. Apalagi
pertanyaan fundamental mengapa aglomerasi terjadi di daerah- daerah tertentu
masih belum terjawab tuntas ( Kuncoro, 2002).
2.2.3.3 Ukuran Aglomerasi

Aglomerasi diukur menggunakan indeks Hoover Balassa dimana indeks ini
digunakan untuk melihat rasio dari peranan sektor lokal tertentu terhadap sektor
yang sama di tingkat ekonomi yang lebih luas.

Bentuk aljabar dari indeks tersebut adalah sebagai berikut:

LQ = (Eij/s Bij )/(3;Ej /%Y Ei)

Keterangan:

LQ : Koefisien Spesialisasi Regional.

Eij : Tenaga Kerja sektor i di daerah |

> Eij: Total tenaga kerja sektor i di daerah j

Y Eij: Tenaga kerja di daerah j
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> jEij: Total tenaga kerja di daerah j

Nilai LQ lebih dari satu (>1), menunjukkan bahwa sektor i terspesialisasi
secara relatif di wilayah j dan sektor i merupakan sektor unggulan yang layak
dikembangkan di wilayah j. Nilai LQ kurang dari satu (<1) menunjukkan sektor i
tidak terspesialisasi secara relatif di wilayah j dan sektor i bukan merupakan sektor
unggulan yang layak dikembangkan di wilayah j. Jika nilai LQ lebih dari satu ,
berarti sektor i memiliki daya saing dibanding sektor lain pada wilayah yang
dijadikan pembanding.

Jamie Bonet menggunakan aglomerasi produksi sebagai salah satu variabel
yang mempengaruhi kesenjangan wilayah pada tahun 2006. la menyatakan bahwa
aglomerasi produksi dapat mempengaruhi kesenjangan wilayah secara langsung,
yaitu pada saat terdapat hambatan bagi mobilitas tenaga kerja antar wilayah, atau
saat terdapat surplus tenaga kerja dalam perekonomian.
2.2.3.4 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Aglomerasi

Aglomerasi yang terjadi pada suatu daerah atau negara bisa disebabkan
karena beberapa indikator. Aglomerasi terjadi karena adanya hubungan saling
membutuhkan produk diantara berbagai industri (Tarigan, 2005) . Produk tersebut
ialah sebagai berikut :

1. Tenaga listrik
2. Air

3. Perbengkelan
4.Jalan raya

5.Pemondokan
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6. Tenaga terlatih

Ketika suatu industri memiliki produk atau keunggulan yang dapat
membuat industri tersebut melakukan aglomerasi maka, industri tersebut akan
memperlihatkannya pada wilayah pasarnya. Semakin luas pasar industri tersebut
berarti semakin besar potensi aglomerasinya, begitu juga sebaliknya.

2.2.4 Migrasi Penduduk

Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ketempat
yang lain baik dengan tujuan menetap atau tidak. Batas wilayah administrasi yang
digunakan dalam migrasi adalah : provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan atau
pedukuhan.
2.2.4.1 Bentuk-Bentuk Migrasi
1. Migrasi Permanen

“Migrasi permanen adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke

wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. Secara

operasional, migrasi dapat diukur berdasarkan konsep ruang dan waktu.

Seseorang dapat disebut sebagai seorang migran, apabila orang tersebut

melintasi batas wilayah administrasi dan lamanya bertempat tinggal di

daerah tujuan minimal enam bulan” (Mantra: 2011:174).

2. Migrasi Sirkuler.
“Migrasi sirkuler ialah gerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lain

dengan tidak ada niat untuk menetap di daerah tujuan” (Mantra: 2011:174).
Untuk lebih jelasnya skema migrasi bisa kita lihat pada gambar di bawah ini:
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Gambar 2.2. Skema Migrasi Penduduk

Dari skema di atas kita bisa melihat bahwa Mantra (2011) membagi jenis
mobilitas menjadi 2 (dua) yakni: migrasi permanen dan migrasi non
permanen. Perbedaan antara migrasi permanen dan migrasi non permanen
didasarkan pada ada tidaknya niatan untuk menetap di daerah tujuan.
Menurut Mantra (2011), migrasi permanen adalah gerak penduduk yang
melintasi batas daerah asal ke daerah lain dengan ada niatan untuk menetap
di daerah tujuan. Sebaliknya migrasi penduduk non permanen adalah gerak
penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan tidak ada niatan
menetap di daerah tujuan. Namun, jika hanya melihat pada niatan menetap
akan muncul permasalahan pada pengukuran jenis mobilitas permanen atau
non permanen. Hugo (1978) mengadopsi batasan 6 (enam) bulan seseorang
menetap pada suatu wilayah secara terus menerus tanpa kembali ke daerah
asal termasuk dalam mobilitas permanen (long term migration). Sedangkan
mereka yang melakukan mobilitas yang tinggal di suatu wilayah tertentu
tapi kembali (melakukan kunjungan) ke daerah asal sebelum 6 (enam) bulan
masuk dalam kategori mobilitas non permanen. Mantra (2011) sendiri
membagi mobilitas penduduk non permanen menjadi 2 (dua) yaitu; (1)
ulang alik (commuting) dan (2) menginap atau mondok (circulation) di
daerah tujuan. Perbedaan antara ulang alik (commuting) dan menginap atau
mondok (circulation) adalah pada batas waktu kembali ke daerah asal.
Untuk mobilitas ulang alik (commuting), suatu studi di Indonesia oleh
Mantra mendefinisikannya dengan batasan kembali ke daerah asal pada hari
itu juga atau pada batas waktu lebih dari enam jam dan kurang satu
hari.Sedangkan definisi mobilitas menginap atau mondok (circulation)
adalah dilihat dari lamanya meninggalkan daerah asal lebih dari satu hari
tetapi ‘kurang dari enam bulan . Migrasi dengan menginap atau mondok
(circulation) ini oleh Hugo (1978) disebut sebagai migrasi sirkuler (circular
migrants) (Mantra,2011:173).



52

2.2.4.1 Faktor- Faktor Penyebab Migrasi

Pada dasarnya , faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan
migrasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor-faktor pendorong
dan faktor-faktor penarik. Faktor -faktor pendorong dapat berupa hal-hal
seperti berikut ini:

1. Makin berkurangnya sumber-sumber kehidupan, seperti menurunnya
daya dukung lingkungan dan menurunnya permintaan atas barang-
barang tertentu yang bahan bakunya makin susah diperoleh, seperti hasil
tambang,kayu, atau bahan dari pertanian

. Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal

3. Adanya tekanan-tekanan politik,agama,dan suku hingga mengganggu

hak asasi penduduk di daerah asal

4. Alasan pekerjaan, atau perkawinan

. Bencana alam seperti banjir, kebakaran,gempa bumi, musim kemarau
panjang, atau adanya wabah penyakit

N

o1

Faktor-faktor penarik antara lain sebagai berikut:

1. Adanya harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki
kehidipan

2. Adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik

3. Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, seperti
iklim, perumahan, sekolah,dan fasilitas-fasilitas publik lainnya

4. Adanya aktivitas -aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, atau
pusat kebudayaan yang merupakan daya tarik bagi orang-orang daerah
lain untuk bermukim di kota besar (Moertiningsih,2010 : 137).

Faktor Pendorong Mobilitas Lee (1992) (dalam Mantra,2011) berpendapat
bahwa :Faktor daerah asal adalah faktor terpenting. Di daerah asal seseorang
lahir dan hidup sehingga dia tahu benar kondisi daerahnya tersebut”
Hubungan migran dengan daerah asalnya dikenal sangat erat dan
merupakan salah satu ciri fenomena migrasi di negara berkembang
hubungan tersebut antara lain diwujudkan dengan pengiriman uang. barang
bahkan ide- ide pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Intensitas hubungan ini antara lain ditentukan oleh jarak, fasilitas
transportasi, lama merantau, status perkawinan dan jarak kekeluargaan.
Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa kondisi daerah asal sangat

mempengaruhi seseorang untuk melakukan mobilitas penduduk:

Dan faktor- faktor yang turut mempengaruhi dorongan dari daerah asal di
antaranya :
1. Faktor ekonomi. Pada umumnya mobilitas penduduk karena seseorang ingin

merubah taraf hidup menjadi lebih baik. Faktor ekonomi merupakan faktor
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terbesar pendorong untuk melakukan mobilitas penduduk untuk bermigrasi
meningalkan tempat tinggal mereka.

2. Faktor pendidikan. Selain faktor ekonomi faktor pendidikanpun salah satu
faktor pendorong datangnya para imigran untuk melakukan mobilitas
penduduk.

3. Faktor transportasi. Tersedianya sarana transportasi salah satu pendorong
mobilitas karena dengan adanya alat transportasi yang lengkap masarakat bisa
lebih mudah untuk akses keluar daerah untuk meningkatkan ekonomi disuatu
daerah dan mempermudah orang- orang untuk bekerja atau bersekolah. Dengan
demikian maka orang- orang desa akan semakin sering untuk melakukan
perjalanan ke kota dengan ongkos murah. Migrasi dari desa ke kota semakin
meningakat, karena integrasi desa ke kota semakin baik. Sarana transportasi
semakin mudah maka penduduk akan lebih mudah dan akan semain besar
dalam melakukan migrasi kesuatu daerah yang lebih maju.

Faktor penarik mobilitas Everret S.Lee (dalam Aris,2013) mengemukakan
mengenai faktor-faktor yang menyebabkan orang mengambil keputusan untuk
melakukan mobilitas penduduk dan adanya rintangan antara kedua faktor tersebut
sebagai berikut:

1. Tersedianya lapangan pekerjaan.

2. Kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.
3. Kesempatan yang lebih tinggi memperoleh pendidikan.
4. Keadaan lingkungan yang menyenangkan.

5. Kemajuan di tempat tujuan
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Di antara semua faktor penarik adapun fakor pendorong tersebut tentu saja
terdapat berbagai rintangan yang dihadapi oleh para pelaku mobilitas. Rintangan
tersebut di antaranya dapat berupa rintangan ringan yang biasa diatasi hingga
rintangan yang tidak biasa diatasi. Setiap individu memiliki kebutuhan tertentu
yang ingin dipenuhi dan memiliki aspirasi yang ingin dapat terlakasana. apabila
tempat dimana individu tersebut tinggal tidak dapat memenuhi
keinginannya,maka akan menimbulkan tekanan (stress) pada orang tersebut.

Tekanan stress ini dapat berupa tekanan ekonomi maupun pisikologi sosial.
Ketiga, mobilitas yang berbentuk modal dalam bentuk fisik yang tidak dapat
dipindahkan dan dapat mengalami perubahan nilai atau manfaat. Modal dapat
mempengaruhi pengguanan aset dan perekonomian wilayah.

Disetiap tempat asal ataupun tujuan, ada sejumlah faktor positif yang
menahan orang untuk tetap tinggal di daerah itu dan bahkan menarik orang luar
untuk pindah ke tempat tersebut. Sebaliknya, ada sejumlah faktor negatif yang
mendorong orang untuk pindah dari suatu tempat dan sejumlah faktor netral yang
tidak terjadi masalah dalam keputusan untuk migrasi.
2.2.4.3 Karakteristik Pelaku Migrasi

Motivasi penduduk untuk melakukan migrasi dipahami sebagai harapan
untuk meningkatkan kondisi perekonomian rumah tangga yang ditinggalkan.
Untuk itu mereka berusaha untuk menekan pengeluaran selama berada di daerah
tujuan. Misalnya dengan tinggal di tempat dengan sewa yang murah, bahkan
menumpang pada keluarga atau para pelaku migrasi sebelumnya. Jaringan sosial

(networking) dan kepercayaan (trust) terhadap sesama pelaku berkontribusi
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positif dalam beradaptasi dengan lingkungan baru. Jaringan sosial (networking)
dan kepercayaan (trust) pada dasarnya merupakan bagian dari modal sosial
(Fukuyama, 2000) sehingga, dapat dikatakan pelaku mobilitas sirkuler
mempunyai modal sosial yang tinggi terutama mereka yang berasal di daerah asal
yang sama.

Salah satu Kkarakteristik pelaku migrasi sirkuler adalah mereka
berpendidikan rendah ( SD atau SMP) dan didominasi kaum laki-laki. Mereka
bekerja di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus. Menurut
Lututala (dalam Beguy ,2007) menyatakaan bahwa perubahan dalam kehidupan
pendidikan, keluarga dan profesional dianggap sebagai alasan utama mengapa
orang harus bergerak dari tempat asal ke daerah baru. Lututala (dalam
Beguy,2007) menemukan bahwa sekolah (sekolah menegah dan perguruan tinggi)
adalah motif utama migrasi pertama Republik Demokratik Kongo karena, akses
pendidikan seringkali jauh dari tempat tinggalnya. Juga ketika lulus dari sekolah
menyebabkan orang muda untuk pindah ke daerah lain di mana kesempatan kerja
sesuai dengan keahlian mereka. Karakter lain dari pelaku non permanen adalah
mempunyai hidup hemat yang lebih kuat. Mereka terpaksa menginap dengan
fasilitas seadanya karena upaya menabung atau menyisihkan uang untuk dibawa
atau dikirim kedaerah asal. Hal ini sebagai akibat dari alasan mereka pergi dari
daerahnya untuk mencari pekerjaan yang dapat meningkatkan kehidupan

keluarga.
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Conell (dalam Saefullah ,1996) yang menyimpulkan bahwa upaya pelaku
mobilitas tersebut merupakan refleksi dari kemiskinan dan sulitya kesempatan
untuk menabung di daerah asal. Karakteristik mobilitas sirkuler adalah :

1. Kelompok penduduk potensial, dimana umumnya pelaku mobilitas sirkuler
terdiri dari kelompok umur yang potensial, kebanyakan berumur antara 20 -40
tahun. Orang orang tersebut masih mempunyai idealis penuh dan semangat dan
punya peranan besar dalam kegiatan-kegiatan pembangunan.

2. Dominasi penduduk laki-laki : sebagian besar pelaku mobilitas sirkuler terdiri
dari penduduk laki-laki, salah satu faktor yang menyebabkan adalah kehidupan
sosial budaya yang menyangkut kebebasan peremppuan untuk bepergian hal
ini disebabkan juga karena laki-laki dianggap bertanggung jawab terhadap
keluarga, mempunyai peluang yang lebih besar untuk melakukan mobilitas
sirkuler untuk mencukupi kebutuhan perkenomian keluarga yang ditinggalkan.

3. Pendidikan rendah : akibat pendidikan yang ditamatkan rendah berdampak
pada sektor-sektor utama sebagai tujuan para migran, yakni sektor informal.
Pekerjaan di sektor informal tidak memerlukan keahlian khusus. Disamping itu
mereka dapat keluar masuk dengan mudah untuk mencari pekerjaan yang
cocok dan menguntungkan .

4. Kelompok keluarga miskin : dapat dipahami bahwa keputusan untuk
melakukan mobilitas sirkuler banyak dipengaruhi faktor ekonomi. Tidak heran
jika kebanyakan dari mereka berasal dari kelompok keluarga miskin di daerah

asalnya.
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5. Bersikap hemat : demi mengumpulkan uang yang semaksimal mungkin di
daerah tujuan mereka mengurangi pengeluaran dengan berhemat. Misalnya,
tempat tinggal seadanya maupun konsumsi yang minimal. Hal ini ditujukan
untuk memaksimalkan penghasilan yang diterima di daerah tujuan guna
keperluan remitan(pengiriman ke keluarga yang ditinggalkan).

2.2.4.4. Jenis-Jenis Migrasi

Beberapa jenis migrasi berdasarkan daerah dan waktu pindah, yaitu:

1. Migrasi masuk (in migration) adalah perpindahan penduduk ke suatu
daerah tempat tujuan (area of destination).

2. Migrasi keluar (out migration) adalah perpindahan penduduk keluar dari
suatu daerah asal (area of origin).

3. Migrasi neto (net migration) merupakan selisih antara jumlah migrasi
masuk dan migrasi keluar. Apabila migrasi masuk lebih besar daripada
migrasi keluar, maka disebut migrasi neto positif, sedangkan jika migrasi
keluar lebih besar daripada migrasi masuk, maka disebut migrasi neto
negatif.

4. Migrasi bruto (gross migration) adalah jumlah migrasi masuk dan migrasi
keluar.

5. Migrasi risen (recent migration) adalah migrasi yang melewati batas
provinsi dalam kurun waktu tertentu sebelum pencacahan, misalnya lima
tahun sebelum sensus atau survei.

6. Migrasi semasa hidup (life time migration) adalah migrasi yang terjadi
antara saat lahir dan saat sensus atau survei.

7. Migrasi total (total migration) adalah migrasi antar provinsi tanpa
memperlihatkan kapan perpindahannya sehingga, provinsi tempat tinggal
sebelumnya berbeda dengan provinsi tempat tinggal saat pencacahan.
Migrasi pulang (return migration) merupakan pengurangan antara migrasi
total dan migrasi seumur hidup.

8. Migrasi internasional (international migration) merupakan perpindahan
penduduk dari suatu negara ke negara lain.

9. Migrasi parsial (partial migration) adalah jumlah migrasi ke suatu daerah
tujuan dari suatu daerah asal atau dari daerah asal ke daerah tujuan.

10.- Migrasi yang dilihat berdasarkan waktu, yaitu arus migrasi (migration
stream) yaitu sekelompok migran yang daerah asal dan tujuan migrasinya
sama dalam suatu periode migrasi yang diberikan(Moertiningsih,2010:
135).



58

2.2.4.5 Ukuran — Ukuran Migrasi
Kejadian atau dinamika migrasi penduduk dapat diukur atas beberapa

ukuran sebagaimana ukuran dalam kejadian fertilitas maupun mortalitas, ukuran-

ukuran migrasi tersebut adalah ( Moertiningsih, 2010):

1. Angka Mobilitas adalah rasio dari banyaknya penduduk yang pindah secara
lokal (mover) dalam suatu jangka waktu tertentu dengan banyaknya penduduk
per seribu perbandingan penduduk yang ada.

m = (M/P) k

Dimana:

m = angka mobilitas

M = jumlah movers

P = penduduk

k = 1000 (nilai konstanta yang menyatakan dari 1000 orang pengamatan)

2. Angka Migrasi Masuk atau Crude In Migration Rate (CIMR) Adalah angka
yang menunjukkan angka migran yang masuk per seribu orang penduduk
daerah tujuan dalam kurun waktu satu tahun.

mi =( M;/ Pi)k

Dimana:

mi = angka migrasi masuk ke wilayah i

Mi = jumlah migrasi masuk (in migration)

Pi = penduduk pertengahan tahun daerah tujuan

k = 1000
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3. Angka Migrasi Keluar atau Crude Out Migration Rate (COMR) Adalah angka
yang menunjukkan angka migran yang keluar per seribu orang penduduk
daerah asal dalam kurun waktu satu tahun.

Mo= (Mo/Po) k

Dimana:

mo = angka migrasi keluar (out)

Mo = jumlah migrasi keluar (out migration)
Po = penduduk pertengahan tahun daerah asal
k = 1000

4. Angka Migrasi Neto atau Net Migration Rate (NMR) Adalah selisih banyaknya
migran masuk dan keluar ke dan dari suatu daerah per seribu penduduk dalam
satu tahun.

Mn = (Mi- Mo/ P) k
Dimana:
mn = angka migrasi neto
Mi = jumlah migrasi masuk (in migration)
Mo = jumlah migrasi keluar (out migration)
P = penduduk pertengahan tahun
k = 1000

2.2.5 Pendidikan
Proses pendidikan merupakan upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan

generasi muda melalui peningkatan pengetahuan diri dalam menghadapi dunia
kerja. Pendidikan bertujuan menghasilkan keluaran langsung dari proses

pendidikan dan keluaran jangka panjang dari proses pendidikan. Proses
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pendidikan meliputi unsur input, proses, dan output. Agar keluaran pendidikan
berkualitas, berbagai unsur input seperti raw input (peserta didik) dan
instrumental input (kurikulum, sarana prasarana pendidikan, dan guru/tenaga
administrasi) diproses dalam pembelajaran secara efisien dan efektif. Konsep
pendidikan sebagai sebuah investasi, semakin diyakini oleh setiap negara bahwa
pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan
dan pembangunan sektor lainnya. Oleh karena itu, anggaran pendidikan di
Indonesia cenderung meningkat sampai saat ini.

Pendidikan telah diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam pembangunan
ekonomi dan sosial, dan kesetaraan akses pendidikan yang berkualitas telah
menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan. Melalui pendekatan modal
manusia, menegaskan bahwa investasi dalam pendidikan mengarah pada
pembentukan modal manusia sebagai faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi.
Melalui pendidikan, orang mengembangkan keterampilan dan menghasilkan
pengetahuan yang berubah menjadi peningkatan produktivitas, sehingga
pendapatan meningkat dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Selanjutnya,
peningkatan pendapatan dan pertumbuhan diharapkan dapat mengurangi
kemiskinan.
2.2.5.1 Ketimpangan Pendidikan

Ketimpangan pendidikan merupakan suatu kondisi yang menggambarkan
pemerataan pendidikan yang diterima oleh masyarakat. Ketimpangan pendidikan
menjadi sangat penting dalam mengetahui efektifitas dari sistem pendidikan dan

sebagai alat ukur untuk mengevaluasi proses pendidikan. Ketimpangan
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pendidikan dapat diakibatkan oleh berbagai macam faktor yang terkait dengan
akses terhadap jenjang pendidikan. Menurut Tesfeye (dalam Saifudin,2014)
terdapat 4 faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendidikan yakni :

1. Karakteristik keluarga yang terdiri dari pendapatan, tingkat
kesejahteraan, ukuran keluarga, tingkat pendidikan orang tua,

2. Karakteristik anak atau siswa yang terdiri dari tingkat kemampuan siswa,
kesehatan, gizi, daya kognitif, dan jenis kelamin,

3. Kualitas pendidikan di antaranya kualitas pengajaran, rasio siswa dan
guru, ukuran kelas, kualifikasi guru, kualitas ruang kelas dan peralatan
belajar, kurikulum, infrastruktur sekolah dan pemeliharaan rutin,
pasokan listrik, fasilitas air minum dan toilet,

4. Tingkat rate of return dari pendidikan.

Sementara itu menurut Digdowiseiso (2010), ketimpangan pendidikan di

Indonesia dapat diukur dari 4 indikator pendidikan yaitu;

1. Angka partisipasi sekolah,

2. Angka partisipasi murni, Pencapaian pendidikan yakni jumlah siswa
yang menyelesaikan beberapa jenjang pendidikan,

3. Literacy rate, kemampuan individu para siswa untuk membaca dan
menulis.

Negara dengan tingkat ketimpangan pendidikan tinggi secara konsisten

menunjukkan tingkat inovasi yang lebih rendah, rendahnya tingkat efisiensi
produksi, dan kecenderungan untuk mentransmisi kemiskinan lintas generasi

(World Bank 2007). Ketimpangan pendidikan juga dapat diukur dengan
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menggunakan indeks gini dan kurva Lorenz. Selain untuk menghitung
ketimpangan pendapatan, indeks gini juga dapat digunakan untuk mengukur
ketimpangan pendidikan, ketimpangan kepemilikan tanah. Indeks gini pendidikan
dengan angka berkisar 0 menunjukkan kesetaraan/distribusi sempurna dan jika
mendekati angka 1 maka dapat dikatakan ketimpangan yang tinggi.

Digdowiseiso (2010) dalam penelitiannya mengenai ketimpangan
pendidikan di Indonesia dari tahun 1999-2005 dengan menggunakan Koefisien
gini pendidikan dan kurva Lorenz dalam menganalisa ketimpangan pendidikan
berdasarkan aspek area dan gender. Hasilnya menunjukkan bahwa gini
pendidikan mengalami penurunan dari 0.35 pada tahun 1999 menjadi 0.32 pada
tahun 2005. Penurunan paling drastis terjadi di Provinsi Kalimantan Barat, Jambi,
Sumatera Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara dan ketimpangan
pendidikan yang rendah terjadi di Provinsi DKI Jakarta serta ketimpangan
pendidikan tertinggi terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu peneliti lain yaitu Tambunan (2013) meneliti ketimpangan
pendidikan di Provinsi Riau, menggunakan indeks gini pendidikan untuk
mengetahui ketimpangan pendidikan di Provinsi Riau menggunakan data lama
sekolah individu yang diolah dari hasil survei rumah tangga di Indonesia. Hasilnya
menunjukkan bahwa gini pendidikan Provinsi Riau termasuk dalam kategori
ketimpangan yang rendah selama periode 2005-2011.

Menurut Schultz (1961) perubahan pada modal manusia merupakan faktor
dasar dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Proses pendidikan dalam

mempengaruhi distribusi pendapatan, melalui peningkatan pengetahuan dan



63

keahlian tenaga kerja. Hal ini akan menghasilkan pergeseran dari pekerjaan
bergaji rendah bagi pekerja tidak terampil ke pekerjaan yang dibayar tinggi bagi
pekerja terampil. Pergeseran ini menghasilkan pendapatan pekerja yang lebih
tinggi. Peningkatan jumlah orang yang lebih terdidik dan terampil akan
mengurangi rasio orang yang kurang berpendidikan dalam angkatan kerja total,
sehingga akan mengurangi perbedaan keterampilan.

Hasil penelitian Abdelbaki (2012) dengan menganalisis data pengeluaran
rumah tangga dan survei pendapatan di Bahrain, menunjukkan korelasi positif
antara tingkat pendidikan tiap kepala keluarga dengan pendapatan keluarga.
Keluarga miskin dan daerah miskin mengalami kesulitan untuk memperoleh
pendidikan yang bermutu tinggi, dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan
dengan upah yang layak menjadi lebih rendah.

Penyebab ketimpangan pendidikan di Bahrain adalah perbedaan dalam
biaya pendidikan, ketersediaan sekolah swasta, dan belanja pemerintah dalam
bidang pendidikan . Ketimpangan pendapatan juga diakibatkan oleh bergesernya
permintaan tenaga kerja yang tidak terampil menjadi tenaga kerja terampil.
Pilihan pekerjaan dan tingkat gaji serta produktivitas di dunia kerja dapat
ditentukan dari jenjang pendidikan yang ditempuh. Pendidikan juga dapat
menggeser komposisi angkatan kerja jauh dari tidak terampil menjadi terampil
yang dalam jangka panjang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan
pendapatan (Schultz, 1961).

Peningkatan ketimpangan pendapatan di Taiwan dapat menyebabkan

peningkatan pekerja yang melanjutkan tingkat pendidikan ke yang lebih tinggi.
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Sehingga pasokan pekerja terampil akan banyak memasuki pasar tenaga kerja,
dari sisi penawaran tenaga kerja terampil diharapkan dalam jangka panjang akan
mengurangi ketimpangan pendapatan di Taiwan (Lin, 2006). Pencapaian
pendidikan memainkan peran penting sebagai pertanda kemampuan dan
produktivitas di pasar kerja. Meskipun pendidikan belum tentu selalu
menghasilkan pertanda yang akurat mengenai produktivitas tenaga kerja.

Menurut Abdullah (2011) pendidikan memiliki pengaruh yang besar
terhadap distribusi pendapatan dimana pendidikan dapat mengurangi perbedaan
pendapatan antara orang kaya dan orang miskin, selain itu ketimpangan
pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap terjadinya
ketimpangan pendapatan.

Dalam hasil penelitian Checchi (2001) yang menganalisa hubungan
ketimpangan ketimpangan pendidikan (rata-rata lama sekolah) dan ketimpangan
pendapatan dengan menggunakan indeks gini pendidikan, hasilnya menunjukkan
bahwa rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh negative terhadap ketimpangan
pendapatan. Peningkatan akses pendidikan dapat menurunkan terjadinya
ketimpangan pendapatan karena hal ini akan menghasilkan tenaga kerja yang
banyak dan memiliki pendidikan yang tinggi serta didukung oleh peningkatan
inovasi teknologi serta lapangan kerja yang memadai maka akan mengurangi

terjadinya ketimpangan pendapatan.
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2.3 Penelitian Terdahulu
1. Penelitian yang pertama berjudul “ Analisis Ketimpangan Distribusi
Pendapatan dan Faktor Faktor yang Mempengaruhi di Kabupaten Banjarengara
Tahun 1990-2010 “ oleh Agung Widianarko Eka Nanda Tahun 2013. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat ketimpangan distribusi
pendapatan di Kabupaten Banjarnegara dan menganalisis pengaruh sumbangan
masing — masing sektor ekonomi terhadap PDRB perkapita di Kabupaten
Banjarnegara, Penelitian ini menggunakan alat analisis berupa Indeks
Williamsons dan juga regresi linier berganda dengan metode Ordinary least
Square (OLS). Berdasarkan hasil penghirungan dengan rumus Indeks
Williamsons selama tahun penelitian di Kabupaten Banjarnegara diketahui
tingkat ketimpangan tergolong memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi yaitu
0.52374. kemudian hasil estimasi dengan metode OLS diketemukan bahwa
Perubahan PDRB perkapita secara nyata dipengaruhi oleh perubahan dalam
sektor pertanian ,sektor industri, sektor bangunan, sektor perdagangan restoran
dan hotel, sektor bank dan lembaga keuangan dan sektor jasa —jasa. Pengaruh
terbesar terdapat pada sumbangan sektor pertanian. Dari hasil tersebut, penulis
menyarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara untuk
melakukan pembangunan ekonomi yang lebih merata yang mengacu pada
kondisi dan potensi daerah Kabupaten Banjarnegara dan memprioritaskan
kepada sektor- sektor yang terbukti memiliki pengaruh terhadap PDRB

perkapita Kabupaten Banjarnegara dari pada sektor- sektor yang lain.
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2. Penelitian yang kedua berjudul “Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di
Jawa Timur Tahun 2005-2011)” oleh Rama Nurhuda, M. R. Khairul Muluk,
Wima Yudo Prasetyo tahun 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui berapa besar ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur.
Selain itu juga apakah hipotesis Kuznets berlaku di wilayah ini dan
bagaimanakah pengaruh variabel PDRB, PAD, DAU, dan IPM terhadap
ketimpangan pembangunan. Data dalam penelitian ini menggunakan data
tahun 2005-2011. Analisis yang digunakan adalah indeks Wiliamson, hipotesis
Kuznets, dan regresi berganda dengan bantuan SPSS. Dari analisis tersebut
menghasilkan nilai ketimpangan yang tergolong rendah, dikarenakan nilai
Indeks Wiliamson yang mendekati 0. Selain itu, hipotesis Kuznets juga berlaku
di provinsi ini. Dari empat variabel di atas, PAD dan IPM berpengaruh negatif
terhadap ketimpangan pembangunan. Sedangkan untuk PDRB dan DAU tidak
diketahui pengaruhnya dikarenakan tidak memenuhi syarat dalam uji asumsi
klasik.

3. Penelitian yang ketiga berjudul “Analisis Pengaruh Aglomerasi,Tenaga Kerja
dan ICOR terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten /kota di DIY
periode 2000-2013” oleh Edah Puspitarini tahun 2016. Penelitian ini bertujuan
untuk menganilisis pengaruh aglomerasi,tenaga kerja, dan ICOR terhadap
ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di DI'Y. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi data panel analisis fixed effect
model / hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode tahun 2000-2013

,variabel aglomerasi dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh
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signifikan dan positif. Sedangkan variabel ICOR tidak berpengaruh signifikan
dan positif terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di DIY.
Nilai koefisien determinas yang diperoleh sebesar 59,51%. Artinya bahwa
variabel independent (aglomerasi,tenaga kerja, dan ICOR) mampu
menjelaskan variabel dependent (ketimpangan pendapatan) sebesar 59,51%
sedangkan 40,49% sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model.
. Penelitian yang keempat dengan judul“Fiscaldecentralitation,commitment and
regional inequality: evience from state -level cross-sectional data” Akai dan
Sakata (2005). Variabel independen yang digunakan: desentralisasi, GDP Per
Kapita, panjang jalan, tingkat metropolitan, tingkat pendidikan, manufaktur,
efek politik, investasi, tingkat pengangguran, dan populasi. Variabel
dependentnya ialah ketimpangan pendapatan.
Alat analisisnya : regresi data panel. Hasil penelitiannya adalah : variabel
desentralisasi, GDP per kapita dan tingkat pengangguran signifikan dan
berpengaruh positif terhadap ketimpangan. Variabel panjang jalan, tingkat
metropolitan, tingkat pendidikan, manufaktur, dan investasi berpengaruh
secara signifikan dan negatif terhadap ketimpangan.
Analisis pengaruh pendidikan, infrastruktur jalan dan dana alokasi umum
terhadap ketimpangan pendapatan regional kabupaten / kota di provinsis
Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Ulufun Na’imah tahun 2016. Jenis
penelitian ini adalah applied research dengan sifat eksplanatif. Alat analisis
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Entropi Theil dan analisis

regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan
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pendapatan di DIY terus meningkat dari tahun 2007 hingga tahun 2012 dan

turun di tahun 2013 kemudian meningkat di tahun 2014. Hal itu dilihat dari

nilai rata-rata indeks Entropi Theil DIY. Adapun daerah dengan ketimpangan

tertinggi adalah kota Yogyakarta,di mana nilai indeks Entropi Theilnya lebih

dari 2,0 selama periode penelitian, variabel yang berpengaruh dan signifikan

terhadap ketimpangan pendapatan regional adalah pendidikan, dengan

pengaruh negatif. Sedangkan variabel infrastruktur jalan dan DAU tidak

berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan regional.
2.4 Kerangka Berfikir

Ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian ini
terdiri dari empat variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas tersebut
ialah : Aglomerasi sebagai X1 diperoleh dari jumlah tenaga kerja secara
keselurahan dan tenaga kerja sektor industri. Migrasi penduduk sebagai X2
diperoleh dari jumlah movers dengan penduduk. Ketimpangan pendidikan X3
dilihat dari,angka partisipasi sekolah, angka partisipasi murni, lama sekolah dan
literacy rate. Pertumbuhan ekonomi sebagai X4 dilihat dari peningkatan PDRB
per kapita dimana dicari selisihnya. Variabel terikatnya ialah ketimpangan
pendapatan dimana posisi ketimpangan pendapatan sebagai Y dihitung dengan
menggunakan PDRB kabupaten,PDRB kecamatan, jumlah penduduk kabupaten,
jumlah penduduk kecamatan.
Kerangka di bawah ini menjelaskan tentang penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh aglomerasi terhadap ketimpangan

pendapatan, pengaruh migrasi penduduk terhadap ketimpangan pendapatan,
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pengaruh ketimpangan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan, pengaruh
pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan serta pengaruh secara
bersama-sama antara variabel independent yaitu XI,X2,X3 dan X4 terhadap Y.
Penelitian ini juga meneliti apa yang menyebabkan salah satu variabel X memiliki
pengaruh yang kecil terhadap Y. Penelitian ini juga meneliti apa yang

menyebabkan salah satu variabel X memiliki pengaruh yang besar terhadap Y.

X1 (Aglomerasi)
Indeks Ballassa :

__/____J
I
=

1. Jumlah Tenaga Kerja
2. Jumlah Tenaga Kerja
Sektor Industri

Y (Ketimpangan

Pendapatan)

I
N

indeks Wiliamson :
PDRB Kabupaten

X2(Migrasi penduduk)
Angka Migrasi :

N

N

PDRB Kecamatan
_ H5 4. Jumlah Penduduk
X3(Ketimpangan / Kecamatan
pendidikan): H3 i
1. Angka partisipasi / /
sekolah Hasil Penelitian
2. Angka pastisipasi | !  H4 Kuantitatif
murni
3. Lama sekolah v
4. Literacy rate Observasi dan
X4(Pertumbuhan Wawancara
ekonomi): i
1. Pertumbuhan Hasil Penelitian
PDRB per kapita

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir
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2.5 Hipotesis Penelitian

1. H1: Ada pengaruh antara aglomerasi terhadap ketimpangan pendapatan

2. H2: Ada pengaruh antara migrasi penduduk terhadap ketimpangan
pendapatan.

3. H3: Ada pengaruh antara kesenjangan pendidikan terhadap ketimpangan
pendapatan.

4. H4: Ada pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan
pendapatan

5. H5: Ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas dengan variabel

terikat.



BAB V
PENUTUP
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada di bab IV maka
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada pengaruh positif dan signifikan aglomerasi terhadap ketimpangan
pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil
analisis diperoleh nilai signifikan kurang dari 0,05 ( 0,002<0,05). Besaran
pengaruh aglomerasi adalah sebesar 36,1 %. Hal ini berarti semakin tinggi
aglomerasi maka semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan.

2. Ada pengaruh positif dan signifikan migrasi terhadap ketimpangan pendapatan
antar kecamatan di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil analisis diperoleh
nilai signifikan kurang dari 0,025 ( 0,025<0,05). Besaran pengaruh migrasi
adalah sebesar 20,7 %. Hal ini berarti semakin tinggi migrasi maka semakin
tinggi tingkat ketimpangan pendapatan.

3. Ada pengaruh positif dan signifikan ketimpangan pendidikan terhadap
ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas.
Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai signifikan kurang dari 0,05
(0,001<0,05). Besaran pengaruh ketimpangan pendidikan adalah sebesar 41,1
%. Hal ini berarti semakin tinggi ketimpangan pendidikan maka semakin tinggi
tingkat ketimpangan pendapatan.

4. Ada pengaruh positif dan signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap

ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas.
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Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai signifikan kurang dari 0,05
(0,032<0,05). Besaran pengaruh aglomerasi adalah sebesar 19,14 %. Hal ini
berarti semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi tingkat
ketimpangan pendapatan.

5. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang kecil terhadap ketimpangan
pendapatan karena pertumbuhan ekonomi sudah bisa di rasakan oleh semua
penduduk di daerah tersebut.

6. Ketimpangan pendidikan memiliki pengaruh yang besar terhadap ketimpangan
pendapatan karena pendidikan memiliki korelasi yang positif terhadap
pendapatan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan maka
peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam variabel aglomerasi. Diperlukan peran pemerintah yang memiliki
kewenangan dalam mengarahkan lokasi industri. Dalam hal ini pemerintah
memiliki instrumen regulasi melalui lokasi peruntukan industri dalam rencana
tata ruang wilayah untuk mengarahkan perkembangan lokasi industri. Rencana
tata ruang wilayah ini sangatlah penting mengingat letak wilayah sangat
mempengaruhi preferensi perusahaan industri.

2. Dalam variabel migrasi. Pemerintah kecamatan bekerjasama dengan
pemerintah desa untuk menggiatkan penduduk usia produktif untuk melakukan
kegiatan yang mampu meningkatkan kualitasnya sehingga mampu

menciptakan lapangan usaha sendiri. Misalnya : pelatihan karang taruna dalam
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bidang kewirausahaan. Sehingga, bisa membangun daerahnya sendiri tanpa
harus pergi mencari pekerjaan di daerah orang lain.

. Dalam variabel ketimpangan pendidikan seharusnya berorientasi pada
pemerataan pendidikan bukan hanya pada peningkatan pencapaian pendidikan.
Diantaranya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dengan penyediaan
infrastruktur sekolah untuk daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan
dan subsidi biaya pendidikan bagi keluarga miskin yang diharapkan dapat
membebaskan sebagian besar biaya pendidikan yang selama ini ditanggung
oleh siswa.

. Dalam variabel pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah daerah dapat
berperan aktif dalam mempelopori dan memfasilitasi lembaga-lembaga usaha
yang padat karya sehingga pengembangan ekonomi dapat berorientasi pada
peningkatan pendapatan penduduk dan perluasan lapangan pekerjaan.
Sehingga, pertumbuhan ekonomi bisa merata mengingat industri adalah

penyumbang terbesar pendapatan daerah Kabupaten Banyumas.
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